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1.1. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Rumah adalah bangunan yang bertlmgsi sebagai tcmpat linggal utm: 

hunian don sarana pembinaan keluarga. 1 Selain berftmgsi sebagai tern pat tingga! 

atau hunian yang digunakan manusia untuk berlindung dari gangguan iklim da11 

rnakhluk hid0p Jainnya. rumah juga merupakan tempat awal pengentbangan 

kehidupan dan penghidupan keluarga dalam lingkungan yang sebat, amun, st:rasi. 

;.lan t~.:mtm. 2 Kclompok rumnh yang bcrrungsi scbagai lingJ...ungantt::mpat tinggal 

atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan 

disebut juga sebagai perumahan.3 Penunahan merupakan kebutuhan dasar 

man usia dan mempunyai peranan yang sangat slrategis dalam pembentukan watak 

serta keprihadian bangsa, dan perlu dibina serla dikcmbangkan demi 

ketangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat4 

IJemikian penlingnya fungsi perumahan schingga padu amandl!men kcdu<1 

Undang~Undang Dasar 1945 pasal28 H ayat 1, tempat tinggal dinyatakan sebagai 

bagian dari hak asasi manusia, 5 Indonesia merupakan negara bukum (rechtsfattl) 

sehingga berkewajiban untuk menjamin dan mclindungi hak asasi setiap wargn 

1 
Indonesia, Undrmg Umlang Rupuhlik Indonesia lunfall,~ Penrmahan dan !'1!111/lkum.m, 

UU No.4 Tahun 1992, LN No.23 Tahup !992, TLN No. 343669, Pasn! I nngka L 
2 lbui.. Penjelasan 
3 1bid., Pasal I angka 2 
4 Ibid., Penjelasan Umum 

s Rizal Alif, Anaiisis Kepemilikan H(1k Aim; Tana!t Sot/W/1 Rut1u.l1 Swam di Dafttm 
K;:nm:{/;!1 Jiukum !Jenda, CaL Kc·l, (llandt11lg : CV Nuamm Auli:L 2009), lluL ! 3 
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ncgamnya tennasuk hak untuk mcndap;.ltkan lcmpat tinggal yang !ayak.1' Dalm~1 

menjalankan kewajibannya ini negara diwakBi oleh pemerintah pusaL dan dacrah 

melalui program pembangunan, dimana pembangunan tempat tinggal menjadi 

bagion dari progrtun pembangunan infrastruktur perumnhan. 7 

Pembangunan infrastruktur perumahan mengalami banyak m.asalah mHara 

lain tcrbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan prasaranu dan sarana 

perumahan, meningkatnya kawasan kumuh terutama dikawasan perkotaan, masih 

rendahnya efisinsi da.lam pembangunan perumahan ~lkibat tinggtnya binyn 

perizinan dan bantuan program pembangunan perumahan yang tidak terkoordinasi 

dan efektif sehingga menyebabkan subsidi salah sasaran.8 Unluk mengatasi 

rnasa!ah tersebut maka dalam Rencana Pembangumm Jangka Menengah 

(selanjutnya disingkat RPJM) tahun 2004-2009, pemerintah mengelunrkan 

program pengembangan perumahan yang salah satunya adalah pembangunan 
' 

rumah susun sederhana {selanjutnya disingkat Rusuna) untuk disewa maupun 

dimiliki oleh masyarakat berpendapatnn rendah. Target RPJM Rusuna untuk scwa 

{selanjutnya disingkat Rusunawa) adalah 60000 unit sedangkan rusuna untuk 

milik (selanjutnya disingkat Rusunami) sejumtah 25000 unit9 Jadi, pembangunan 

Rusl!nami mcrupakan bagian dari pembangunan Rusuna. 

Awalnya program pembangumm Rusuna ini berjahm lambat sehingga pada 

tanggal 9 Desember 2006, pemerintah mengehmrkan Kcputusan Presiden Nomor 

22 lahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepahm Pembangunan Rwnah Susun 

dikawasan. Perkotaan. Tim: ini merupakan gabungan dari beberupa deparlcmcn 

dcng,an t~1rut mclibalk~m pcmcrinl<Jh ducnlh, dimanu fungsi ulamanya ~H.!alah 

melakukan koordinasi daiam menetapkan kebijakan perizinan. pengawasan dun 

pt.:nych::sahm masalah sehubungan dcngan upaya pcrcepatan pembangunan 

Rusuna. 
1° Koo.rdinasi antar departemen diperlukan karena pembangunan rumah 

susun melibatkan banyak pihak misa!nya untuk syarat teknls dibutuhkan 
I 

hnl.2 
r. Ridwan, lf<Jkwn AdminMrmi Vi 1Jaer(J/r. CeLl. {Yo-gyl'lkilrta: F:J Ull Press, 1:009}, 

1 
lndanesia, Peraiurtm Prusidr:n Jenumg Rem·mw Pembangumm Jang,!w M~tWliY,afl 

Nasiona!. Perpres No.7 Tahun 2005, LN Ko.l J tatnm 2005.l..ampiran, haL 69 
H Ibid., hal 70·72 
~ ibid., hal. 73 
10 

lndenesia, Kepufusm: Pre:siden lemtmY, Tim Koortlinuxi Pcrcepatan l'l'lllhangmum 
Rumah Su.mn Di Kawanm Perlwrmm, Kepn.-s No.22 tnhun 2006. 

Uui'>'ersilns lmfonc~in 
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koordlnusi dcngnn mcntcri peketjaan mnum, umuk sy~1ral aclrninlsH'<llif 

dibutuhkun koordinasi aruara Mcntcri Dnlam Ncgcri dan Pcmcrintah D<H.::nlh. 

kemudian untuk kredit perumahun dibumhknn ke1:]nsoma dengan Menter! 

Keuangan. Denga.n adanya koordinasi yang baik antar departemen, pemerintah,an 

yang balk (good governance) akan tercipta karena mampu memberikan pelayanan 

terbalk pada masyarakat. 1 1 

Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2006, ditindaldanj\lli oleh Menter! 

Pekerjaan Umum dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun 

Sederhana Tingka:cTinggi. Adapun persyaratan teknis pe1nbangunan rumah susun 

meJiputi persyar:ttan mengenai struktur bangunan. keamanan. keselamaHm. 

kesebatan, kenyamanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun. 
' 

tennasuk kelengkapan prasarana dan tasilitas lingkungan. 12 Kemudian Menteri 

Dalam Negeri juga mengeluarkan· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 

tahun 2007 tentang Pedoman Pembe!'ian Kemudahan P~rizinan dan Inscntif. 

Pcrizinan tcmutsuk kedalam syarat admlnistrasi pembungun<Ul rumuh susun yaitu 

meliputi izin usaha dari perusahaan pembangunan perumahan. izin lokasi <hm/atau 

peruntukannya, Izin Mendirikan Bangunan (selanjutnya disi11gkar 1MB), serta izin 

layak htmL 13 Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota (setanjutnyn 

disingkat DKI) Jakarta terdapat Peraturan Gubernur Nomor 136 tahun 2007 

temang Percepatan Pembangunar: Rumah Susun Sederhana yang kemudian 

diganti dengan Peratu.ran Gubernm Nomor 27 tahnn 2009 tentang Pembangtman 

Rumah Swam Sederhana. 

Selama ini tingginya biaya administrasi perizinan yang dikeluarkan dalam 

pembangunan, perurnahan merupakan salah salU persoa!nn yang dihadapi Oalam 

rangka pembangunan perumahan. Biaya penzman tmtuk pembangunan 
' 

pen.nnahan diperkirakan mencapai 20 % (duapulub persen) dnri nilai rumah. 1 ~ 

11 
Sedarruayanti. Good Governance (Kepemerfnta!mn Ytmg Baik). Dalom RtmgA·a 

Oronomf D(lerah Upaya Membtmgurt Organfsasi Yang Efekrif dan Efisien Melafui Rr?slr/rkwrisflsi 
Dan T'o:m1~erdayaan, Cet.l, (Bandung: Mandar Maju, 2003}, ha!.2 

- Indonesia, Pera1uran Pemerintah Tentang Rmnah Smnm, pp No.4 Tahun 1988. LN 
No.7 Tahun J 988, TLN No-3372, Pasal I Angka 5 

n Ibid., P;tSal I Angka 6 
. 

1 ~ Indonesia, Peratunm Presiden remung Rem:mur /'emlumgJman Jrmgka Meue1rnah 
Nnsrmw! Tufwn ](}(JJ~Z009, Op. Cit., haL71 

Universitas Imloncsil1 
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Tingginyn bia:Nl pcrizintlli ini mcmbtmt ktlrangnya mim.tl swa;.;La ltl1tuk 

bcrpurlisipnsi. Terbatnsnya penm swastajt1gn diknrcnakun kcndnla-kcndala unLara 

lain: 

1. Belum adanya perangkat hukum dalam pola kerjasama pemerimah det1gan 

swasta 

2. Belum terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses ket:iasam~t 

pemerinta.h dengan swasta 

3. Relum terciptanya pola penanganan konflik (displlfe resolution) yang. 

mU11gkin terjadi antarn pemerin.tab dengan swastu. 1 ~ 

Kendala~kendaJa tersebut membt.lat pembangumm perumahan pemukiman 

selarna ini f(tenjadi tidak cost rf:covery. Oleh sebab itu pernerintah berusabu 

n1engatasi kenda!a ini dengan membuat peraturan-peraturan terkait dengan 

kemLJdahan perizinan dan pemberian insentif. Usaha pcmerintah ini ditanggapi 

posltlf oleh para pengembang sehingga sejak keluarnya ketenLuan ini banyak 

pcngembung swasta yang ingin bekerjasama dengan pemerintah sehubung,rm 

pi.!mhv.ngunan Rusunomi termasuk PT Pradani Suksc:; Abadi. 

PT Pradani Sukses Abadi mendapntkan kepercayuan untuk mcmbnngun 

Rusunami di salah satu kawasan strategis di Jakarta Selatan. Pada Bulan Aj)ri! 

2008. PT Pradani Sukses Abadi telah mengajukan permoh011an IMB. Salu bulan 

kemudian mulai menawarkan kepada publik dan bulan Oktober 2008 mulai 

mclakukan pembangunan, PT Pradani Sl1kses Abadi bclmn memillkt 1MB pmla 

saat pembangunan dimutai, pembangunan tanpa IMB bertentangan dengan Pasal2 

ayat I Keputusan Gubernur DKI Jaknrla Nomor 76 tahun 2000. Sanksi terhmlap 

pihak yang mdanggar ketentuan perizinan menurut Keputusan Gubernur ~omor 

I 0681l997 ten tang Petunjuk ~eiaksana PenerLiban Kegialan Mcmbangun dan 

Menggunakan Banguna.n di DKl Jakarta, adalah dikennkan tlndakan penertiban 

berupa Surat Pemberitahuan, Surut Peringutan, SunH Pcrlntah Pcnghcmiun 

Pcke1jaan Pembang:unan {selanjutnya disingkat SP4 ). SegeL Sllral Pet·mtah 

Bongkar dan Bongkar Paksa. Berdasarkan kctentuan ini SukLJ Dilms Pengav,;H~illl 

dan Pcnertiban Pembangunan (selanjmnya disingkat P2B) .laktJJ'tH Sclutan padn 

bulan Desember 2008 telah memberikan SP4 kepada pcngembang, nanwn 

15 Ibid., ha1.70 

Univcrsitns fndonesiB 
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pengcmbang h!tap meneruskan pcmbangt1mm schingg<L akhirnya p<.lda tangg<tl 31 

I' . b '" April 2009, P2B melakukan penyegelat\ pembangumm '1.1lSLmnml terse uL. 

Penyegel::m tersebut berakhir dengan terbitnya izin semcntara yaiHL bet·upa l:tin 

Pendirian (selanjmnya disingkat lP) struktumya Nomor 1765/IPTB/K-i\/11-

2009/05 dan diterimanya Permobonan fMB {setanjulnya disingkal PJMB) Nomor 

42/PIMB/2009 tanggall2 Mei 2009. 

Permasalabannya adalah PT Pradani Sukses Abadi melakukan 

pembangunan tanpa IMB sejak bulan Oktober 2008, ~elmrusny::1 scjak uwal tduh 

ada tindakan dari pemerintah daerah DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh P2B 
' Jakarta Selatan. Namun tindakan penertiban baru dilakukan pada bll!an Desember 

2008 dengan mengeluarkan SP4. Kemudian berdasarkan Keputusan Gubcmur 

Nomor I 068 tahun l9CJ7 batas waktu SP4 terhadap tindakan penertHnm bcriktltnya 

(segel) maksimal 7x24 jam. Nan:un dalnm kusus ini P2B bHru melakukan 

penyegelan 3 bulan kemudian yaitu pada tanggal 31 Maret 2009, Pelanggamn 

1MB ini harusnya telah ditindak sejak awa[ oleh pemerintah daerah DKI Jakarta 

karcm1 dalam rangka pencgakan hukum (law efifim:f!mr:nl) salah sntu llmgsi tlari 

pcmcrintah claerah berdasarkan hukum administrasi negara adalah penguwasan 

tcrh~tdap pelaksanaan norma-norma atau ketenluan-ketcntuan dalam Peratur~n 

Daerah (selanjutnya disingkat Perda) atau Peraturan Kepala Daerah apakuh 

dipatuhl atau tidak oleh masyarakat. 17 Dalam melaksanakan fungsi pengawasm1 

maka pe1nerintah harus segern 111cnindak pelaku pclanggar peraturan dengan 

lujuan agar tid,ak ada yang dirugikan dalam pelanggarnn tersebuL Pelanggaran 

terhadnp fungsi pengawasan merupakan bagian dal'i palologi birokrasi yang 

timbul akibat presepsi dan gaya 
1 

manajerial para pejabat di lingkungan birokrnsi 

yaitll kurangnya komitmen, Selain itu dapat juga dtsebnbkan oleh kurang atau 

rendahnya pengetahuan dan keterampilan para aparat pemcrinwhan mcngl.!nai 

adnnya murun tenlang lanmgnn tcrscbut schinggu nll:mbiarkan pdungguran 

l<> Nike:1 Widya Yunita, "P2B Pcringatkan Pengem!:HHl" Rusunaml Kalibma Sejak 
Des ember 200S", <lmpJ/www.dgtiknews.com/ntad/~009103/3JJII 07.598/l 0/pfh-perin.,mk~n· 
peng,embang·tusnnami-kalibata~seiak,desembcr-200~> 31 Marel2009 "'-·--

17 • ' 
Ridwun, Op.Cit .. bal. !49 
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lersebut terjadi. 18 Pecye3elan ini bcrakhtr dengan tcrbitnya l?:in scnH.:ntnr.a dcngan 

kelumnya IP Struktura! dan diterimanya PIMB yung diajukan PT P1·adnni Sttk~c:~ 

Abadi. Namun, hingga saat ini 1MB belum dapat dikelmtrkan karcna bclllm 

selesainya dokumen Amdal. Berkenaan dengan pelanggarnn tcrhadap proses 

pembangunan tanpa 1MB yang sebelumnya telah dilakllkan, PT Pradalli Sukscs 

Ahadi dikenakan denda administratif sebesar 6x (enam kali) dar! reslribusi yang 

seharusnya dibayarkan. 19 Jadi, dalam pembangunan rusunami ini pengembang 

tldak menda!Jatkan insentif retrjbusi sebesar 50°/o (lima puhdl persen) 

sebagaimana terdapat dalam aturan pendirian rusunami akan tetapi han1s 

membayar denda administratif sebesar 6x (enam kali) dari resldbusi yang 

seharusnya dibayarl~an. 

PermasaJahan lainnya adalah permohonan IMB yang telah lama diajuknn 

oleh PT Pradani Sukses Abadi belum dapat diterima juga sebagai akibat tidak 

lengkapnya dokumen yang dipersyaratkan oleh undang·undang, Keterlambatan 

proses pengt1rusan 1MB dapat saja teljadi karena dokumen yang diperlukat1 dalam 

pcngurusan IMB cukup banyak nntarn lain scpcrli surat kepemilikm' tanah. sum! 

izin operasi daerah selamat penerbaugan, planning lata kota. dan anatisis dampak 

llngkungan (sclunjulnya disingkal Amdal). Banyaknyu dokumcn yang dipcrlulwn 

dalam pendirian rumah susun dikarenakan pembangunan rumah susun n1crupakun 

bentuk pembangunan pemukiman fungsional dengan kepadatan tinggi yang 

!cngkap. seml:if, selaras dan scilubang dcngan pcmanf'm1lan tanah sccnm optimal. 

Lumanya pengurusan juga bisa J.iisc.babkan km'cna bayaknya pihak ynng tcrlibul 

dalam pengurusan dokumen-dokumen pendirian tidak hanya pemerintah daerah 

akan tetapi juga dengan pihak lain seperti da!am pengumsan sural izin operasi 

dacrab selamat penerbangan hal ill\ melibatkan Lanud. Selain itu Penlu DK[ 

Jakarta tidak memberikan batas waktu yangjclaslerkait_jangka waklu pcnguru::;an 

1MB. }\;umun terkait pen1bongunan Rusllnami. kcndala~kcmbla tliatas sdwrusnya 

dapat dihindari karena telah dibentuknya tim koordinasi percepatan pembangumm 

Ill Sondang P. Siagian, Putologi !Jirokmsi. Ana!Mx. fdfllltifi!wsi Du!l 'litratlinw, {J<lkllrliC 
Gha!ia Indonesia), haL50·51 · · 

• 
19 

Rachrni/silg. ''P2B Buka Segel Proyck R1.1sunanli Knl1bnta", <lmp://www,poskoto. 
~,;o.Jdltll\,l_! m!2001.J/OS/15/p2irbuka-scl.!.cl-proj'ck -rusm1am i -k:t I ihnla>, 15 .Yici 2 !109 
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dan tclab adanya atura1t~atunm lerkait kemudnhan pcrizinan dan pcmb::ria1~ 

·r s 1 · ··k ·1 , · d' k"l"'''b•tta'' ct"l"''' 1,,.o''cs pen_!.!aJuan inscnll . c 1mgga Jl a mas! 1 etJa 1 ... '"' , L u.. " "" 
perizinan berarti ada pela.nggran terhadap peraturan yang ada. 

Permosalahan berikutnya adalah mcnunn Kcpulusan Menter! Negar<l 

Pcrumahan Rakyal Nomor 11/KTPS/1994 tenlang Pcdmnan Pcrikatan Junl lkli 

Satuan Rumah Susu11, pengetnbang sebelum rne:lakukan pcmasaran perdana 

berkewajlban 1 melaporkannya kepada Bupati/Walikotamadya Kepah1 Dm::rah 

Tingkat II dengan tembusan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat dengan 

kewajiban melampirkan; 

1. Salinan surst persetujuan iz[n prinsip 

2. Salinan surat keputusan pemberian izinlokasi 

3, Bukti pengadaan dan perlunasan tanah 

4. Salinan surat izin menditikan bangumm 

5. Gambar denah pertelaan ynng tclah mcndapill pcngcsahan dHri pcmcrintah 

Uacn1h sctempnt 

Dalam kasus ini, Rusunami Kalibata telah dipasarkan oteh PT Jlradani Sukscs 

Abadi sejak Mei 2008. Pada saat itu tentu P f Pradanl Sukses Abudi belum 

memiliki lMB bahkan Surat Izin Penunjukan Penggul'man Tanah (selanjutnyn 

discbut SIPPT) baru didapat pada bulan Maret 2009. SIPPT ndalah izin lokasi 

khusus untuk t;Jaerah DKI Jakarta. Berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1999 tentang ~erlindLu1gan Kom:umen, pclaku usaha dilamng 

memperdagargkan barang yang tidak memenuhi awu tidak sesmli dengan sutndar 

yang diper,syaratkan dan ketcntuan peratLmm penmdang-undangan. Terhadap 

barang ini dilarang untuk diperjtml belikan dan wajib diturik dari pcreduran.~n 

Permasalahannya adalah Rusunnmi Kalibata telah te1jual semua, akibutnya tidak 

mungkin untuk ditarik kembali. sehanlsnya pemerintah Ielah mclanmg sejak awal 

proses penjualan ini karena je!as melunggm kctenlllan yung bcrlaku. Akibat tidak 

dhegakkannya peraturan secara teg.:'ls. pada tatJ.ggal 3 1 Muret 2009 Le1jadi 

penyegelan akibat tidak adanya IMB. Penycgelan ini tidak akan merugikan 

masyarakat jika belum terjadi proses penjualan. Namun karena telah terlanjur 

Lerjual, masyarakat yang telah membeli tentu menjadi resah. Apalagi pcnycgdan 

10 
Indonesia, Undang-Undang Repuhlik lndom:.>itl ten!un.~ Perlindm;J.:ml Konl'll!ll~·n. UU 

Nn, h T~hun 199!), .l.N No. 42 Tnhun 1999, Pasal 8 <~yat 3 
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inl tidak diinformusikan secara langsung dan lcrbukn olch pcngcmbnng padalml 

penjual bcrkewajiban unttlk beritikat bnik dalrmt me!akukcm 1-;{.:giatan usahanya 

dan m~mbcrlt.an infonnasi yung h:n•u'. jdas, dan jujU!' llh.:-ngcn<li twndi:;i ;.lan 

jam.inan barang.21 Sehingga apabila ada informasi penting terkait proses 

pcmbang~man Rusunami termasuk mnsalah penycgc!an. maka sdmnumytt dcngan 

itikat baik PT1 Pradani Sukses Abadi mengintOrmnsikannyu secara terbuka kcpm.la 

para pembeli sebagai konsumen. Informasi yang jelas setidaknya dapat 

menemmgkan kon:-:oumen dan menjadi dasar bagi mereka untuk tllenentukan sikap 

terkait penyegelan ini. Dampak penyegelan juga sangat bcsar karcna 

pcmbangunan telah tertunda sekitar 45 hari yaitu duri tm)~~~~ 31 Maret 2009 

sampai 14 Mei 2009. Tertundanya proses pembangunan tcntu dapat menyebahkan 

keterlambatan proses penyelesaian pembangunan, Sehingga wajar apabi\a 

konsumen kawatir rusunami tidak dapat selesai sesuai tangga( yang telah 

diperjanjikan dalam PerjanjiM Perikatan Jual Beli (selanjlltnya disebut PPJB). 

Schubungan dengan uraian .diala<; penulis mcncoba untuk mcndili dan 

memhl:lbus mengenai hal~hnl yang berkailan dcngm'l nmsalah dahm1 penycgdan 

pembangunan Rusunam.i oieh P'l' Pradanl Sukscs Abadi. 

1.2, Pokuk Pc!·masalahan 

Berdasarkan uraian sebelt)mnya, maka yang menjadi pokok pemmsalahan 

adnlnh: 

1. Baguimanakah PT l'ratlani Sukscs Abadi mcmpcrsinpknn Um1 

mengantisipasi perizinan beserta kelcngkapannya dalam rungka 

membangun Rusunami Kalibata? 

2. Bagai1nanakah analisis hukum mengenai tindakm1 penghentian scmt;ntanl 

berupa penyegelan yang diiakukan oleh P2B Jakarta Sclatan 1erhack1p 

proses pembangunan Rusunami Ka!ibata? 

3, Bagaimanakah dampak penyegelan terhadap penye!csnian pembangunan 

Rusunami dikaitkan dengan PPJB yang leh:~h ditandmnngani olch parn 

kons\!men? 

Jl Ibid, ?asal7 
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1.3, Tujuun Penelitian 

Adapun yang menjadi tujmm dari pcnclitittn yang dilakukan pcnulis da1am 

lesis ini adalah: 

1. Mengetahui tindakan antisipatif yang dilakukan oleh PT Pradani Sukscs 

Abadi 1 dalam mempersiapkan kelengkapan pcrizinan dalanl nmgka 

membangun RuSUllami Kalibala. 

2. Mcmbunt analisa hukum mengenai tlndakan pengh-.!ntian scm..;:nwm 

bcmpa penyegelan yang clilakukan olch P2B Jakarta Sclaum tcrhadnp 

proses pembangunan Rusunami Kalibata. 

3. Mengetahui dampak penyegelan terhadap penyelesaian pembangunan 

Rusunami dikaitkan dengan PPJB yang telab ditandatangani oleh p;~rn 

konsumen. 

J .4. M ctodc Pcnclitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penellti<.tn ini adalah mclode 

pcnclitian hukum nonnatif dcngan dldukung data htpnng;:m yang diperolch dari 

hnsi I wawancara dengan narasumber tmtuk rnemperoleh inform as! berup'; data 

primer. Data 'primer yamng diperoleh dari wawancma tersebul kemudian 

digunakan untuk melengk:api dat~ se!mnder yang terdirl dari: 

l, Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan baik 

di bidang rumah susun maupun peraturan lain yang terkuit dcngan 

pcrumnban pcmukiman, kcbijukan pcmhnngunan rusunami, perizinan 

pend irian rumah susun, pemerintah daerah. jasa konstuksi dan hangumltl 

gedmtg, yang akan digunakan sebagai landasan hukum unluk mcnjnwab 

pokok permasalaban. 

Bo1han hukmn sekunUcr. muma lain basil pcndl!ian. bt1ku . .utikd 111 ajalah, 

surat kabar dan internet alau hasit karya dalam knlangan hukum vun" 
• e 

berhubungan dengan permasalahan unluk mempcrbandingkan antara tcori 

yang satu dengan yang lain serta untuk memperluas wac<:~na untuk 

menjawab pokok permasalahan. 
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3. Bahan hukum teflier, yang memberibn pcnjc!a::mn lcntang bahan hokum 

p1 imer dan sekunder misatnya kanms dan cnsiklop.:di yang day><.H 

digunakan untuk mencari istilah-isti!ah yang terkait dengan hukum. 

Peneliiian ini bersifat eksplanatoris yaltu untuk membcrikan pcn.jelasan 

sC<t:ar11 h.:bih mcntblum mcngcnui usulw yang dilakt1kan ok:h p~..·ng_...:mhang h.:rlwil 

dengan penguntsan perizinan, tindakan penyegelan pen1bangunan RusunHml 

Kalibata yang dilakukan oleh P2B Jakarta Sclat.1.n scrta proses pencabut<ln 

terhadap penyegelan tersebut. Alat pengurnpulan data yang diperlukan rnclipuli 

sllldi dnkumen d~m wawancara. KesciL!rulmn data ynng. dipcroleh kcmudiun diolab 

dcngan mctodc kualitatif yaitu dcng<m mcngurnikan dt1tu yang tlitcmukan :>ccam 

shnitnlllis untuk sdm1julnyu dianuli:-;:a dnn dihabas. 

1.5. Sistimatika Penulisan 

Tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bab dan seliap bab dibagi dalam beberapa 

~ubbab. Sistimatika tesis ini dapat diurnikan schagai h..;riktH: 

Bab I : PENDAHULUAN 

I.L Latar Belakang 

1.2. Pokok Permasalahan 

1.3. Tlljuan Penclitian 

1.4. Metode Penelitian 

l .5. Sistimatika Penulisan 

Bab 2 : Analisis Hukum Tindakan Pcnyegclan Pembangunan Rusunmni 

Kalibata 

2.1. Uraian Mengenai Landasan Hukum Pembangunan Ruman Sltsun 

2.2.1. Pcmbangunan Rumuh SLtsun Sc:cnfa Un·,um 

2.2.2. Pembangunan Rusunami di DKI Jakarta 

2.2.3. Aspek Pelayanan Publik dalam Pembangunan Rumah Susun 

2.2. Aspek Perlindungan Konsumcn dalam Pembangunan Rumah St1sun 

2.3, Analisis Penghentian Sementarn Pembangunan Rusunami Kalibat::t . 

2.3.1. AnaHsis terhadap Tahap Pembnngunan Rusunami Kalibata 

2.3.2. AnaJisis Hukum Tjndakan Penyegelan Rusunami Kalibatn oleh 

P2B Jakarta Selatan 
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Bab 3 : l'cnutup 

3.1. Kesimpulan 

3.2. Saran 

' 
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BAB2 
ANALISIS HUKUM TINDAKAN PENYEGELAN PEMBANGUNAN 

RUSUNAMI KALIBATA 

2.1. Urainn Mengenai Landasan Hukum Pembangunan Rumnh Susun 

Pemerintah melalui program pemb,mgumm bcrusahu menciptakan 

kesejahteraan 9agi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan 

oleh pendiri bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Program 
' pembangunan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau pokok 

1nasyarakat termasuk kebutuhan perumahan dan pemukiman yang menjadi bag ian 

dari program pembangunan inrrastruktur. t Meskipun bcgitu pembangunan tidak 

lmnya mcnjadi tanggung jawab pemcrintab akan tctapi tanggung jawab sclurub 

rakyat Indonesia. Untuk mengatur batasan tanggung jawab duri masing~masing 

pihak maka berlaku azas legalitas dalam kehidupan berbangsa dan bcrncgarfl yang 

mewl\iibkan setiap orang tunduk kepada peraturan penmdang~undangan yang 

bedaku. Bagi pemerintah, azas legalitas amat penting dalam mempengaruhi dan 

melakukan intervensi bagi kehidupan warga negara. Sedangkan bagi n1asyarakat, 

azas legalitas akan mernberikan pedoman dan kepastian hukum. Pentingnya 

peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bcrbangsa dan berncgura 

membuat penulis akan rnembahas landasan hukum pemb<1ngumm runuih · susun 

terlebih dahulu kemudian baru melakukan pcmbahasan terhadap pokok 

penna.,alahan. 

1 Ridwan Halim, Sendi·Sendi Hukum Hak Milik, Kvmfonnmiltm, Rum(fh Su:mn Dcm Suri~ 
Sari Hnk.um Benda (Bag ian Hulqu11 Perdata), Cet. Kc-1, (Jakana: Puncak K<11 ma. 1 989). hnL2 
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2.l.L Pcmbangumtn Rumtth Susun Sccara Umum 

Rumnh s:usun m~rupaknn bagiun dari p;.;mhomgunan inlfasLrukwr 

pcrumahan dengan konsep memaksimalkan penggunaan lnhan dan mcngutamakan 

pcmbungunan secara venikaL Pengertian rumab susun mcnurut Pa:ml l Angkn 1 

Undtmg-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Sus.un (sclanjutny<l 

discbut UURS) adalah: 

bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan. yang 
terbag:i dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam 
arah horizontal maupun vertikal dan merupuknn satuan~satuan yang 
mnsing~masing do.pnt dimiliki dan digwlaknn :-;ccnrn tcrrisnh. tcrut<!llla 
unluk tempat hunian, yan~ dilengkapi dcngan bngi::m~bcrsama. bcnda· 
bersama dan tanah bersama. 

Konse?- pcmbangumm ini sangnt tcpal ditcmpkan ontuk <In.:{ll pcrkowan 

yan~ pndut pcnduduk dengan kondisi <1rcul pcmbtmgumm yang $.mgat lcrbatm;. 
' 

Pcmbangunan secara vertikal hants dilakukan dct1gan pel'encanaan yang matnng 

karcnn mc-nyangkot kesela1natnn bnnyak orang. sclaln ltll ,aspek lingkungnn dan 

kenyamanan penghuni dan penduduk sekitar juga hart~s dlpcrbatikan bahkan 

setclah selesai dibangun dan dihuni, pengawasan tetap pcrlu dilakukan. Okh 

scbab itu penterintah mengeluarkan berbagai peraturan lcntang rumah susun 

sebagai payung bukum, yaitu antara lain: 

a. Undang~Undang Nomor 16 tahun 1985 ten tang Rmnnh S(tsun. sc!nnjlltnytl 

disebut UURS (diundangkan pada tanggal31 Dcsembcr 1985) 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 lahun 1988 temaug Rumah Susun. 

sdanjutnya dischut l)I'RS (diundangkan pm.la tanggal 26 Apri! !9H8). 

c. Peraturan Badan Pertanahan Nasiona.l Nomor 2 Talnm 1989 tentang 

Bentuk dan Tatacara Pengisian serta Pendaflaran Akta Pcmisahan. l~llmah 

Susun (ditetapkan pada tanggal27 Maret 1989) 

d. Pcraturan Bad an Pertanahat\ Nasional Nornor 4 Tahun ! 989 ten tang 

Bcntuk dan Tatacara Pembuatan Buku Tanah s~nn Pencrbiwn Ser!iplbt 

2 Indonesia, Undung~Undtmg Rr.ipuhlik lndmll.!,\'ia Tl.:llfwlg i?umuh ,\'u.~/111. UU Nf!'. !G 
Tahun 1985, L.N No.75 Tailun 1985. TLN No,33!8, P'asal I Ang.ka J 
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)Jak Mi!ik ;\ta:; Satuan Runmh Susw: {dil~Lapkan padu langgal 27 iv\an.:l 

1989) 

c. Pcrawran Menteri Da!am ~cgcd l\omor 3 Tahtm 1992 tcntang Pcdo:m\11 

Pen) usunan Peraturan Daerah lcnlang Rumah Susun (ditetapkan pttda 

tanggal 17 Maret 1992) 

f. Surat Keputusan Menteri Ncgara Perumahan Rakym tanggal 17 November 

1994 Nomor ll/KTPS/1994 tentang Pcdoman PNikntan .ltnd Bc!i S<ttlll.ln 

Rumah Susun 

g. Keputusan Ment~ri Negara Perumahan Rakyat Nom or 

06/KTPS/BKPUN/1995 tanggal 26 Juni 1996 tentan~ Pedonmn 

Pembuatan Akta Pendirian Anggt~.ran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Perhimfnman Penghuni Rumah Susun 

Pembungunan rumah susun ,diperuntukan scbagai sarana hun ian terutamu 

bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. NDmun, pcratunm 

perundang-undangan memcngkinkan rumah sustm dipenmtukan seiain scbagai 

bukan hunian misalnya untuk bisnis dan perkantoran. Alasannya adalah untuk 

rnewujlldkan pemukiman yang lengkap dan fungsional. Hal ini sejn[un dengan 

lujuan dari pembangunan rumah susun yailu: 

u. Memenuhi kebutuhan perumahan yang tayak bagi rakyat, terULanm 
golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. yang menjmnin 
kcpastian hukum dalam pemanfruttannya 

b. Mcningkatkan daya guna dan hasil guna lanah di dttcrah pcrkotaan 
dengan memperhatikan kelcstarian sumber daya almn dun menciplilkan 
Hngkungan pemukiman yang lengkap, serasi. dan seimbang. ~ · 

Tujuan pembangunan rumah s:usun !ebib spesifik icrdapat dalam Pasal 2 

ayal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun l988 yang kbih nH!ng.nrahkun 

pembangunan rumah susun untuk wiluyah pcrkoLilall yang ki.:hutulwn 

penmmhannyn lebih besar sedangkan areal sangat tcrhatas. tujuan lcr~cbut adaluh: 

J !hid .. ?asal 3 ayat I 
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n. mcndukung kons~psi Hila wang yang dikaitkan dengan p~ngcmbangill\ 
pembnngunan dacrah f)Crkotaan ke an1h n:rtikul dan unttth 
men::mujukan dacraiHlacmh kumuh; 

h, meningkntknn optimalisasi p1.·ngguuam1 swnhl'l' d:1y<1 t.mah pcrk,lt<lan: 
c. mendorong pcmbangunan pcmukinwn bl.!rkl'pm!atan ting,gi:1 

Dalam pembangunan rumab susun bac1yak hal yang hants diperhatikan 

yaitu aLLmm tcnt<mg syan\l lckni.'\. syumt admini.stmliL pcmilikun snluun rumah 

Nl!SUil. rx:nglnmian. pengelolmlll Uan tma C<JHI pcnga~rV<l.'iUn.'' llul-hal tcrschut bu!llh 

pcngatunm dan pcmbimmn o!ch pcmcrinHth pu'SaL Pcmcl'intuh pwml dnpnl 

mcnycrahkan scbagian urusan pengauu·an dan pcmbinann terscbltt kcpuda 
' 

pemerlntah daerah terutarna yang mempunyai karakteristik Jokal berbubungan 

' dengun tata kota dan tata daerah. Sehubungan dengan ini maka pemerinlah OKI 

Jukana membuat aturan pelaksana terhadap pemb<mgunun rumah susun di dacrah 

DKl Jakarta, y.aitu; 

a. Keputusan Gubernur DKI · Jakartn Nomor 540 Tahun 1990 lentung 

Petunjuk Pelaksana Pemberian Surat Persetujunn Prinsip Pcmbebasan 

Lokasi/Lahun Atas Bid~mg Tumd1 Untuk !)cmbungumm Flsik Koltt l)i DK! 

Jakartl;i 

b. Peraturan Daerah DKl Jakart(! Nomor 1 Tahun ! 991 tenumg Rumnh Suslm 

di DKI Jakarta (diundangka!l pnda tanggall9 Januarl !991) 

c. Kcputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 924 Tahun 1991 tcn!ang 

Peraturan Pelaksana Rumah Susun di DKI Jak;lrla (Ditctapkan pada 

t<tnggal 25 Juni 1991), menggantikan Kepmusan Gubcmur DKr .iakarta 

Nomor 224 Tahun 1990, tanggal 9 Febnmri 1990 tentang Peraturun 

Pelaksann Susun di DKI Jakana 

d. Kcputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 354 Tnhun 1992 tenwng 

Petunjuk Teknis PeJaksanaan Pen1bangunan Rumah Susun 

Sederhana/Murah bagi Pemegang Surat Pcrsetujuan Prinslp Pcmbcbasun 

Lokasi/Lahan (SP3L) 

e. Keputusan Gubernur DKI Jakartn Nomor 640 Tnhun 1992 lentung 

Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasiffanab 

~ lndonesin, Pr:mtw·tm Pemednlflh 1i:ntcmg l?umuh Su.\wl, Op.( 'fl., J>asal 2 ny<~t 1 
~ !hid, P<~sal S 
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Pcratunm daernh tcmang nunah suS\\11 ;Ja!am. pdaksanaannya jugn h;.;rus 

bcrl;,mdaskan a\uran lain yang tidak mcmbahas khttsus h::ntung rumnh susun tapi 

p~rlu dip~..:rhatikan dalam pembangunan runl<lh susun. 1\tumn h:r$cbut nd~1k1h: 

n. Keputusan Gubernur DKI . Jakarta Nonwr l 068 Tahun I 997 tcntung 

Pctunjuk Pelaksuna Penertiban Kegtatan Membangun dnn Meng.gunakun 

Biilngunan di Daerah Khusus lbukota Jakarta (ditclapkan pada tanggal 24 

Juli 1997) 

b. Keputl~san Gubernur DKI J~karta Nomor 76 tahun 2000 tentang Tatu 

Cara Memperoleh Izin Mendirikan lbngunan dan lzin Pcngg_unmm 

' Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Ba.ngunan Di Propinsi DKI 

Jakarta (diundangkan pada tanggal 27 Juli 2000) 

c. Peraturan GubeTnur DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2006 tcntang 

Pci<Jyanan Pencrbltun Pcri:l.inan ll;,mgumm (tiiumlomgknn pmh1 langg.al 7 

September 2006) 

Selain itu peratunm dari menter! terkait yang ditunjuk oleh pcratur~m 

perundang-undangan juga perlu diperhatikan scpeni untuk synrat tcknfs 

merupakan tanggungjawab Menteri Peke1jaan Umun1. 

Berbagai aturan ini dapat menjaburkan lebih detail apa yang dimaksudkun 

dengan persyaratan pembangunan rumah sustm baik llu terkait syarat lcknis 

maupun administratif. Persyaratan teknis udalah pcrsyamum mcngcnai ·slrukLur 

bangunan. keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan. dan lain-lain yang 

berhubungan de11gan rancang bangun. h::nrmsuk kclcngk<tpan prn:mrana dan 

rasititas lingkungan, yang diatur dengan pennuntn pcrundm1g~undangt\li SCrli.l 

disesuaikan dengan kebutuhan dan perkcmbangan. Persyaratun tcknls menurut 

PPRS dalam pembangunan rumah susun meliputi; 

a. Ruang, yang harus mempunyai hubungan !angsung nun1pun . lklak 

lungstmg dengan udara luur dan pcncabayuan langsung maupun tidak 

langsung secan1 alami. dalam jumhlh y;.mg cukuj1. Apubila lidak 

rnencukupi atau tidak meJnungkinkun, harus diu.sahukm1 adanyn 

perlukaran udara dan pencahayaan buatan yang dapat bckelja tents 

menerus :.elama ruangan tersebut digunakan (Pasal II) 
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h. Sln:klur. Ko1nptl!l1.'1\. d;!\1 nah:nl Ban;p!:Jall ~;tilt~ !llC:llt'!Hlhi p<.:r:-y;tra!an 

konstrl!ks: scsuai dt:ngan s!mld<.!f yang b.;rlahn tk·nga11 m;:mp~.·rhiLung:.:,nl 

kckuawn dun kctah•man t~:riHtd<tp: 

I ) beban mat! 

2) beban bergerak 

3) gempa, bujan, angin, banjir 

4) 'kebakaran dalam jangka waktu ya1\g: dipe!'hltungkan cukup untuk 

usaha pengamana)1 dan penyelamatan 

5) daya dukung tnnah 

G) kemungkinan adanya bebaJ\ tamhahan. balk dflri arnh vcrllknl 

muupun hori;•.mHal 

7) gangguanlperusak lainnya. sesuai dcngan kctcntunn yang hcrlaku 

(Pasal 12) 

c. Ke!engkapan Rumab Susun berupa; 

I) jaringan air bl!rsih, li~trik dun gns 

2) sah1ran pernbuangan ail' hujan dnn 11mbah 

3) tempat pembuangan sampah 

4) tempat pernasanganjaringan telpon dan a!at komunikasi 

5) afat transportasi berupa lift a tau escalator 

6) pintu dan tangga darurat kebakaran 

7) tern pat jemuran 

8) alat pemadam kebakaran 

9) penangka! petir 

t 0) alat/sistem alarm 

11) pinw kcdup asap !>ada jmak~jamk lcrt~l)!u; 

12) !.H!ncrator listrik discdinkan untuk rumnh susun van1' mcnunu1mkan .... ~ 1:' C'l:" 

!ill (l'asal 14) 

d. Satuan Rumah Susun 

I) harus mempunyai llkunm stund;;H· yang 

dipertanggungjawabkan, dan rnemem1hi pcrsyaralan schubungan 

dengan fungsi dan penggunaannya serta hai'Lls disusun. diatur. d<Jn 

dikoordinasikan untuk dapa! mcwujudkan suatu kcadaan yang 
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dapat mcmmjnng kcli;;j(lhh:rmm dan ;,;.d<nh:ar~ll: bag1 pt:t!ghutli 

tlalam m~.':njala:1kan k~.::giat<:\11 ;-;t.:hnri-hari untuk l:uhungan kc dalwn 

maupun ke luar (Pasal 16) 

1) dapat berada pada permukaan wnah. di mas aum di hawah 

permukaan tanah, auw sebagian di bnwah clan schng.ian di ntas 
' 
permukaan tanab (Pasal 17) 

e. Bag ian bersama haws mc'mpunyai ukuran yang mcmenuhi pcrsynrnw.n dan 

diutur serta dikoordinusikun untuk dnput mcmbcrikan kcmudahan bugi 

penghuni dalam melakuknn kcgiatan :;;chari-lwri haik tl<.1lmn hubm1gtm 

sesamo. penghuni, maupun dengan pihak-pihak lain ( Pasal 20) 

C Benda bersama harus mempunyai dimensi. lokasi. kuall[as. kapasims Y<ll1g 

m~.:mcnuhi pcrsyarutnn doll diatur scrln dikuordlnasikan umuk dupm 

memb('rikan keserasirm lingkungan guna menjnmin kcnmtman dmt 

kenikmatan para penghuni maupun pihak-pihnk lain {Pasnl2l) 

g, Lokusi rumuh susun: 

1) harus dibangun di lokasi yang scsuai dcngan pcnntlukHn dan 

keset·asian Ungkungan dengan mcmperhutikan n.!ncnnn Lnlu ruang 

dan tata guna tanah (Pasal 22 ayat 2) 

2) harus dibangun pada lokasi yang memungkinkan berfungsmyu 

dcngan haik .salurun-saflll'<lll p~.::mbuangan dtllam lillgkungun ke 

sistem jaringan pembuangan air hujnn d;m jaringnn air lim huh kohl 

(Pasal 22 ayat 3) 

3} muduh dicapui angkutan yung dipcrlukan bnik langsung maupun 

tfdak langsung pada waktll pe1nbangunan maupun pcnghunian 

serta perkcmbangao dhmJ!:Rl mcnda!.nng. dcng.an mcmJXrhatikan 

keamanan. ketcrtiban, dun g.mgguan pndn !oknsi sckitarnya (Pasal 

22 ayat 3) 

4} harus dijangkau oleh pelayanan jaringan alr h~Z"rslb dan Jistr!k. 

dalam hal lokasi rumah susun belum dapat dijangkau olch 

pelayanan jaringan air bersih dun listrik, pC!iyelenggam 

pembangunan wajib menyediakun sccara tersendil'i sarana air 

bersih dan listrik sesuat dengan tingkat kepcrluannya. dan dikclola 
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b:;rdasarkan p:.::ratumn pcrundang-undangan yang b;:rJ;Jkll (Jla:-;al :!~ 

ayat 4 dan 5) 

h. Kcpadatan banguMm dalam ling,kungan hnrus mcmpcrhi!ungkan dapal 

dicapalnya optimusi dayn g.una <.la1i hasH gum1 tanah. scsnHi dcngan 

rungsinya, dcngan mcn1p~~l'hlltikan k~.C$1.:1'<\!iii.ln dan k~,.C::;clamahm lingkung<ll' 

sckitmnya (?asal23) 

L Tala lelak bang.unan harus memmjang. kclanc<Jnll1 k1.!giatan sdmri-hari 

dcngan memperhatil:an penetapan bmas pcmilikan wnab bcrsanm. scgi­

scgi kesehatan, pencahayuan. pertukurun udmu, .scrla pcnccg.ahan dan 

pcngamanan terhadap bahaya yang mcnguncmn kcsclamatan pcnghuni. 

bangumm. dan lingkungrmnya (Pnsnl 24) 

J. Prasumna lingkungun dan u!ilitus umum yang silhtoyu mcnunjnng f'ungsi 

lainnya datam rumah susun yang bersangkutan, mcliputi : 

l) jaringan distribusi air bcrsih. gas. dan listrik dcngan scgala 

kelengkapannya termasuk kemungkimm dipcrlukannnya t(mgki­

tangki air, pompa air. tangki gas. dan gardu-gnrclu listrik 

2) salurun pemhuangan nir hujnn yang menghubungkun pembuangtm 

air hujan dad rumah susun kc sistcm jnr1ng;.m pcmhttang;m <lir k~lla 

3) saturan pembuanga.n air limbah dan/atau 1angki septik yang 

menghubungkan pembuangan air limbnh dari l'tu)mh susun kc 

sistem jaringan air lim bah kota. atuu pemunpung_l:tr'l air I hnbah 

tersebut ke dalam tangki scptik dalam I ingkungatl 

4) tcmpat pembuangan sam]nlh yang fungsinyn <td<tlah s~hagai t!.!mpat 

pengumpulan sampa:i dari rumah susun untuk sclanjumy;t dibuang 

ke tcmpat pe1nbl1angan smnpah kotn. dcngan mcmpcrhtmkan 

fakror-faklor kcmudahan pengangkman. kcsehntan. kcbersihan. tbn 

keindahan 

5) kran-kran air untuk penccgahan dan pcngmnmmn lcrhaclap bahaytt 

kebakaran yang dapat menjangkau scmun lcmpal dalm11 lingkllngan 

dengan kapasitas air yang cttkup untuk pcmadam h:bakaran 
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6) tcmpat pnrkir k..:ndnnmn dan/atau pcnyimpnnon bamng yun~ 

dipcrhitungkan tt:rbudap kcbutuhan pcnghuni du!am 11l(.ilak$ani.lkan 

·kegiatan-kegiatannya scsuai dcng<Hi fungsiny<l 

7) jaringun telepan flan alat komunikusi Jain sesuai dcng.an tingkil1. 

kcpcrluannya (Pastil 26) 

k, Prasarana lingkungan yang berfungsi sebagai pcnghubung tHlluk kcperluan 

kcgiatan sebari~bari bngi penghuni, haik ke dnlmn maupun kc luar dcngnn 

pcl'lycdiaan jalan setapak, jalan ke1\dormm, dan tempat parkir dcngun 

mcmpertlmbangkan kcmudnhun dan kcst::n1:>ht11 huhwlgun duhtm kcgiat:m 

sehariwhari dan pengam:anan bila terjadi hal~hal yang memhahayakun, scrt<.l 

stmktur. ukuran, dan kekuatan yang cukup sesuni dengan fungsi dan 

penggunaanjalan tersebut (Pasal25) 

l. Fusilitas Lingkungan, dimana dalam t·umah susun dan lingkunganny;,1 

harus disediakan ruangan~ruangan dan/atau hnngumm untuk tcmpat 

berkumpul, melakukan kegiatan masyarak,lt, tcmpal hcrmain hagi_ •umk­

anak. dan kontak sosial lailmya. Dalam lingkung1:1n rumah sLJSUil )'ang 

sebagian atau selumhnya diglmakan sebagal hunian untuk .iumlnh saluan 

buni:an tertentu, hams disediakan pula ruangan dan/atau bangtuutn untuk 

pelaynnan kebutuhan sehari~hari (Pasul 27 dan 28) 

Sedangkan untuk persyaratan administratif mcliputi persyarawn mcngctuti 

perizinan usaba dari perusahaan pembangunan pcrumahan. izin lobsi dan/ali.m 

peruntukannya, perizinan m.endirikan bangunan (1MB). scrtn izin lnynk huni yang 

diatm dcngan peraluran pcrundang~undangan dan dil'csuaiknn dcngun kd:n.uuhan 

dan perkcmbangun. Persyaratan administratif terkait dengan masalab perizi1mn 

yang merupakan tanggung jawab dad pemcrintah da~mh,6 Adapun pcrim:ian 

berkcmta.n syarat administratif adnlab sebngai bcrikut: 

a. Perizinan usah.a dari perusahaan pembangumm perumulum ndalah berupu 

akta penclirian perusahaan yang telah mendnput pengesahan dari mcntcri 

kehakiman arau dari pejabat yang berwenang. Bagi swasw yang be1'bcntuk 
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PT izil} usahanya ada\a\1 akla ytmg dibua1 nolaris. yang disya:1kan oh:h 

1m:ntd kchukiman.' 
' b. lF.in lnkasi dun/utall pcrunwkannyn. untuk DK! Jnk:~na dist:hul Sm<lt lzin 

Pcnunjukan Penggummn Tmmh {SlPPT} 

t:. Rumah susun rlnn lingkunganny;.1 baru;; dihung.un dan dih•bam1kan 

bcrda;.arkan perizinan yang diberikan olcb Pcmcrintab Dt1cmh s..::suni 

tkngan peruntukannya dcngan melampirkan p~rsyann;.m-pcrsyar<ll<~ll 

1-icbagai bcrikut: 

l) sertifikat hak atas tanah 

2) fatwa peruntukan tanah 

3) rene ana tapak 

4) gmnbar rencanu ars[tcktur ynng 1ncmuat dcnnh dan potung:..m 

beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas barasan 

secara vertikal dan horizontal dari salttan rumah susun 

5) gnmbar rencana slrukluf bcserta perhltungunnya 

6) gambar rencana yang mcnunjukkun dcngan jelas bagian bcr:-;ama. 

benda bersama. dan tanah bersama 

7) ga:mbar re1\canajaring.an dan insta!asi be:-;crta perlcngk~tpannyn 

(Pasal 30) 

d. Perubahan rencana peruntukan dan pemanJOatan rumah s:ustm hmus 

mendapat izin dari Pemerintah Daerah (Pasal 32) scdangkan dalmn hat 

tc1:jadi perubahan pada waktu pulaksanaan pembangunan_ pe!'llhahan 

struktur bangunan dan instalasi terhadap runwh s:wmn yang. tel all dibangun 

wajib dimintakan izin dan pengesahan dari lnstansi yang herwenang (Pusul 

34) 

c. Pcnyelenggara pemhangunan w~jib meminla pengc;mhan dart Pcmcrin!ah 

Daerah atas pcrlelaan yang mcmmjukkan batas y~mg jdas dmi masing­

masing satuan mmah susun, bagian bcrsama, bcnda bersama, dan tnnah 

bersama berserta uraian nifai pcrbandingnn pmporsionalnya. s~1dah 

mempcrolch IMB (Pasal 31) 

1 
Aric S. Huragalu11g. Kondmmmium dftn !'t:rtiU/Sti!olwnm•a Edi<:i Rt•l·i.~i. Ccl K.:-L 

{Jakanu: Badan Pencrb!l Fakultas Hukom t.:l. 2007), hal 35. · 
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f. 1\:nydcnggara pembanglinan rumah sw;\ln W<\!ib m1.:ngujukan pcrmohnn;m 

izin layak huni sctdah mcny~!c;;nik~1:1 pcmbangunum:ya O'a:ml :\S a~·<1: I}. 

lzln J~vnk hllni dibcrilwn :\l!tdah di;ulakan pcm .. :riks~la:l IL'I'hmlap 1\1!11<!11 

susm1 yang telab sclcsai dibnngun bcrdliS<trkan p~rsyanuan dan kclt.:IHw.m 

pcri:t.inan yang lclah diterbilkan. 

Syr;1rat administratif pembungunan rumah stlslm bcrtmilan crat dcngnn 

pcrlzimm. Pcngertian lzin menurut Juniarso Ridwan <hm Achmad Sodik <Kh.duh 

.. sualll persetujuan dari penguasa berdasarkan peratunm perundang~undangnn dun 

pera\uran pemerintah, yang dalam keadaan~keadaan tertentu menyimpang dnri 

peraturan perundang~undangan. ,.& Sedangkan unluk pengertian pcrizimm dalnm 

rangka pembangunan Rusuna ada:lah pemberian Iegalilas kepada seseor::u:g at«u 

pclaku usahalpengembang di bidung pcmbangunun Rusuna, bnik dalam bcnHtk 

izln maupun tanda daftar usnha dan.hal Jain yang tcrkait.'' JMB tcrmasuk k..:dalnm 

synml ndministratiJ: sebagaimana dil.llm dn!am Pas;.JI JO y<mg tdah dijdusk;m 

diatas. Datam pengajuan 1MB di DKI Jakarta sclain mdmnpirkan dokumcn 

scbagaimana disyaratkan da!am Pasai 30 ayat 2 PPRS. harm; dilmnpirkan jllga: 

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk { 1 iembar) 

b. Fotokc;pi surat tanah ( 1 oot), dajltlt bcrupn salnh sntu dari suro11-sumt 

scbagai berikut: 

I) Sertipikat tanah 

2) Surat keputusan pemberian hak atl:\s tanah oleh pejnhat yang 

benwnang dari instansi pcmcrintah yung meguasai tunah lcrschut 

3) Surat kavling dori pcmerintah dacrah c.q. Wulikotnmmlya <~hm instansi 

lain yang ditunjuk gubernur 

4) Fa!wa tanah atau rekomendasi dari kanwil BPN Propinsi DKI Jakmla 

atau kantor pcrtanah<tn setempZJL 

5) Surat keputusnn Walikotamadya untuk pcnampungan s\!mt.:ntarn 

~ Jtminrso Ridwfln & Achmad Sodik, Hukmu Taw Rmmg duimn A'rm.l·l!p h'r.•hi/ilk>wJmul 
()/mmmi Daerah, Cet. Ke~l, {Bandung: Nuansa. :wos}. hnl.l 07 ~ 

'I Indonesia, Peratltrtm A1enfr:ri Dalam Negel'i t<~lll<mg l'l!t!umon l'emlu:rian 1\t>IJ/Wiolwn 
fleri::imm d:m lnxemif dalam Pem!wngwwn Rumah Su.ml/ Sr:d<•rhr.m<! di A.'wt'a.wm f'r.'rkorwm. 
Pc:rmcndagn No. 14 Tahun 2007, Pasnl J ;mgkn ll 

' 
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6) Rekomcndasi dttri kanlor pertanalmn tkngun pL'la lwkti p('lllbcbasan 

tanah 

7) Sunn pernyataan dart instansi pemerinlah at<m pimpinan rroyck tim 

pembcba~un tnnah, khusus tm!uk h.angumm pcm.:rlm;lh 

S) llasil sidung paniti:.t A yang dikduHrkun oh:h kmHor (k"l'tnnah;m 

diJertai surat pernyalaun pemilik bahwn tanah dikunsni dan tidnk 

scngketa yang diketahui ofch lumh sclcmpat 

9) Sural girik. disertai surat pernyawnn/pemilik balnva tmmh diktwsai 

dan tidak sengketa yang dikctabui olch !uruh sl.!tcmput 

J 0) Surat kohir Verponding lndoncsiu. dbertai pcmyntaan bnhW~lJl~·mllll. 

sudah menempati, nlenguasai tunah Verponding tersd·ntt sclumn 10 

tahun atau lebih. balk sebagian t~tau seluruhnyn dan tidak scngkt:ta 

yang diketahui lurah setempat 

c. Untuk surdt dari point b. J sampai b.? harus dilampirkan suwt pcmyatw.m 

hnhwa t..1Jltlh yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dnlnm scngkcw 

d. SIPPT dnri gubernur, bagi yang disyaratkan 

t:. Keterangan dan peta rencana kota dari dinas/sukll dinas tala kma sebanyuk 

71cmbar 

f. Pc!a kutipan pela rcncnna kota dari dinas/:mku dina:; untuk bangttmm 

rumah tinggal pada lokasi yang telab dikelurkan 1MB sebagai pcnggami 

kctenmgan dan petu rencana kota sebagaimm1<.1 dinuksud puda point c 

scbanynk 7 lernbar 

g. Gam bar rancang arsilektur bang\Hlnn minimal 7 scl 

h. Fotokopi surat izin sebagai penonggung jawab rancomg <h'sitcktur kccun!i 

untuk bangunan wismn kecil dnn s:edang. did~tcrtth bukun t'C<ll cs!utc U<1n 

bLtknn daerah pemttgaran ( 1 I em bar) 

L Gambar rancangan arsitcklur bangumm hm\lS dilcngkapi lmsil pcnil~1inn/ 

penc:litian dari Tim Penasihat Arsitcktur Kota {sclnnjlttnyu tliscbut TPAKl 

untuk bangunan rumah tinggal didnerah pcmuganm golongan A thm B 

.1· Perhitungan dan gambar stuktm· lmngumm untuk b<lngunan runwh tinggal 

dengan benrangan stntktur yang domimm lcbih hesm dari 6 meter scrw 
' IOrokopi surnr izin bekcrja pcrcncana struklur ( 1 lcmhar) 
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h;, Dma hnsil p(.:nydidikan tanah bagi yang disyanukan .1 (sct)_H
1 

Dnk~nncn diat<ts disyurmkan untuk Jh!ngc~juan 1MB hagi h<tngunHn ru:;wh tinggaL 

scdmtgkan unlllk bangunan buknn runmh tinggnl h~uus ditumbahkan: 

a. Surnt izin beke1:ia pcn:ncanH arsitcklur 

h. Pcrhitungan. gambar instalansi dan pcrlcngkap.anny11 scna Jl.1tokopi Sltral 

izin bckctja pcrcncnnu ins!alasi dan p.:rlcngk(tpannyu. hagi yung 

dipcrsyarutkan 

a. Khusus untuk pembangunan tempat ibadah harus di!engkapi juga dc:ngan 

surat persetujuan Gubemur, 11 

Untuk bangunan-bangunan yang tidak digunakan untuk h:cgiaHm manustn y~mg 

didirikan di halaman, diatas bangunan atau mcncmpel pada hangumm maka lwrm; 

discrtakan pula tbtokopi IMB bnng\tmm. 11 1MB discrnhkan apabila pt!nuohomm 

1MB telah selesai diproscs dan pemohon tclnh menyerahkm1 bukti sctonm ;.Hnu 

lamia perlunasan pembangunan .. Dcngan diperolchnyn IMB tcrsehut. mttka 

penye[enggara pembangunan sudah dapat memu\.ni kegialml pemhangun<lll. 0 

1MB sdain merupakan sul<1h satu syarat admlnisln!lii'pcmbangunan mmuh 

smmn. juga sangat penting dalam proses pcnerbitan serlipikat Hak Milik J\tas 

Smuan Rumah Susun (selanjutnya discbut HMSRS}. llnl ini dapat lcrlihm dar! 

proses .'lertifikasi HMSMS dimana secant garis bcsar urulan kcgiaLan yang lmrus 

dilakukan udalal~: 

tL menenHLkan dan memisahkan mcsin.g-masing sattnm nmmb Sl.l!ilm s..:rLa 

nilai perbandingan proposionalnya. rcncann tupak bcscrla dcnuh s...:rtn 

potongannya, batas pcmiliknn bagian bcrsama. bcnda bcrsuma dun La11o:lli 

bersama 

b. Apabila tabap perencanaan telah selcsaL maka pcnyclcnggaru 

pe1nbangunan belum dapat membangun rumah susun sebclum 

1ncnd~patkan 1MB dari petncrintah dacmh scicmpat 

1
" lndoncsin, Kepntu.wn G/th(tn1/JI" Pmpill.\'1 DtWI'ilh Aflmw.,· lhukutu.laAartu J;•llltfll~ "tala 

Ctti'U !llempl!l'o!~li /:.in M;.mdirilwn lltm~wum. /:.in l'cnggmwu11 /Jt~ngwwu dun Rdt:\"akun 
M~'HJ.;gmutlwn Bangumm di PJ•opil1,\'i Daera/; JOumrs fhlikoJu .lctkatln. Kl!p!!ub. Nn.76 :l":thun 
:woo. LD. No. 22 Taln.u1 2()00, Pnsal2 avat 2 ll. -

11 /hid .. Pm:al2 ayat 2b -
1 ~ !hid., Pasal2 ayat 2 c.9 
~:; t\ric S. Humga!ung. Op.Cil., hnl. 43 
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..:. Sctcl<!h mcndapatkan JM13, schmjutnyu mcmintu pt,;ng....:sahan b.:p;1da 

pl.imcrintah daerah atus pcrtcl.nan ynng mcnunjukkan bntas ynng jclas dari 

masin~:.-fn{lsing salllan rumah susun, h1.1g.iun. b-:-n\.1:1 dnn tmmh b~.:rsa:na 

serln nilai pcrbandlngun prOjlOsionalnya 

d, Apabila pertelaan pemisahannyu cclah disyahktu1 olcl1 pc1w.:rintah dacmh. 

maka pe1tyelenggara pemb8ngunan dapat st':gcra mclak:mnakan kcgiatan 

pemb(mgunannya 

c. Setelah menyelesaikan pembangunannya, pcnyclcnggun1 pcmhangHnan 

wajib untuk mengajukan izin layak huni, apnbila dari hasil pemcriksaan 

yang dilakukan benar-benar terbukti b41hwa pclaksmman pembungunan 

l'lunah susun dari segi arsitekwr. konstruksL imaalasi sertu perlcngkapan 

lainnya telah sesuai dengan ketemuan dan persyaratm1 ynng dibuat tlt1lm11 

1MB 

r. Setelah itu penyelenggara pembanguna11 wa,iib memisahkan rumnh susun 

atas satmul~satllan rumah susun yang mclipuli bang.unan. hcnda dun tan<Jh 

bcrsama dengan akta pemisuhan yang disyabkan oh:h pemcrilltuh daCT~lh 

g. AkW pemisaban yang tehth disynhkan W<1ilh didaflurkan pada kantor 

pcrtanahan setempat dengan melampirkan scrtipikat hak l:lttl::i tanah. izin 

layak huni serta warkah-warkah lainnya 

h. Oleh kruuor pertanahan akan diterbitkan sertipikat HMSMS sesuai deng:ml 

.iumlah satuan rumah susunnya ynng semuanya masih ntas n<tma 

penyelenggara ptmbangunan 

t. Setelah dibeli Q\eh peminat, rnaku dengan aktu Pcjabut Pembuat Akta 

Tanah (selanjutnya disebut PPAT) dilakukan pcminduhurl \mknya. Agur 

perbuatan hukum tersebut mcngikat pihak kc:1igu (~<111 untuk mcmcnuhi 

as.ls publisita:;, tnaku akta PPAT tc:n;chm wt~jib tlidan,,r padu k<mhtr 

pc:rtanahun setempal, dcng<m mclmnpirkan scrlipikat J IMSMS alas nmnu 

pcnyelenggara pembungunan. AD/ART p~.:rliimpumm pcnghuni scna surat­

sumlla~nnya 

j. Apabila persyaratan tel'scbut Ieiah lerpenuhi, maka olcb kamor pcrt<m<.lhHn 

dilakukan p·.;ncatatan pcra!ihan haknyu. kcmudian scrtlpikat 1-fMSMS yung 

llnivc1'Situs lndfm~·~i;J 
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bcrsangktHan diserahkan kpad\1 pcmbclinya seb<.1gai pcmt.:"gung hnk 

bat'U. 1 ~ 

Pcmbangumm rumab susun 111cntpnkan kcgiatan yang Jap~lt ml:nimhulkan 

d11mpak besar terhadnp tingkungan hidup, Scbingga dalam pcng<~juun 1MB rumah 

susun perlu dlperhatikan pula ketentuan mengenai lingkungan hidup ri<'.n tat~) 

ruang.. Kegiatan :yang dapat menimbulkan dampak hcsar tcrhadap llngkllngan 

wajib memiliki analisis mengenai dampuk lingkungan hidup, Analisis mcngcnni 

dumpuk lin_gkungan hidup {selanjutnyn discbut Amdul) adnlah "knjian mcngcno1i 

dnmpak bcsar dan penting suatu usuha dan/atau kegiman yang direncanakan puda 

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambi!an kcputusan tcntang 

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan."15 Amdal menjadi salah satu syarat 

yang \!(l.rus dipenuhi dalam mendapatkan izin melakukan usaha dun/atau keghtttm 

termnsuk JMB. 16 Selain Amdal. perizinan berkcrman dcngan tuta nmng jnga 

dibulullkan karena pemanfaatan tata ruang yang tidak tcpat akan bcrakibat ncgatif 

kepada lingkungan hidupY Pemanfaalan tala ruang dan ltngkungan hidup )'<.lng 

tidak sesuai dengan rencana tata ntang, baik yang dilengkapl izin atau tanpa i;dn. 

daput dikcnai sanksi administratif, pcnjarn dnn/atau sanksi pi<lana dcndn. l~ahkan 

berkcnaan terhadap pelanggaran ketentuan tata wang. sanksi tidak hanya 

dibcriknn kepada pelanggar akan tetapi juga kepada pembed izin. 

2.1.2 Pembangunan Rusunami di DKI .Jakarta 

Pembangunan Rusunaml merupakan bagian dnri pen1bangunan Rt.tlluna. 

Rusuna adalJh bangunan gedung bertingkal yang dibangun dalum suatL! 

lingkungan, yang terbagi dalam bngian~bagian yang distrukturkan sccara 

fungsional daiam orah horizonral maupun vertikHI dan mcrupakan sawr.m~satuan 

yang masingMmasing dapat disewa atau dimllikl dan digunakan sccara tcrpisah. 
' 

tcrutama untuk tcmpat hunian yang iJili.:ngkapi dcng~111 hagian bcn:<.tma. b~mht 

1 ~ fbid, haL47-4& 

. t; Indonesia. Und<mg-Undong Rupublik /n(/om:sia tellfung /'{'t;,V.e/fJ/tl(/11 LilJi!,kungmr 
1-!rdup. U.~ No. 21 Tahun J 997, LN No. 68 Talmn 1997. TLN No. 3699. Pnsal 1 angka 21 

' /hid., Pnsal 18llyat ! 
11 

!ndont.sia, Und<mg-Undang RC!puhlik lmfomt:rw temrm~ l'enalaan Ru;mf!., Ulj No.::!-6 
Talnm 2007, LN No. 6S Tahun 2007, TLN No. 4715, Pcnjelusan mnm11 

Univcl'&i!as Indonesia 
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lKTs:.un;~ dan hl!Wb bcrsama tl•m dip...:runtukan lx:gi tnasyar<lk;n b~.:fp~ng.h,l:>ibn 

" men...:ngah bawn:h dikawasan p<!rkotuan. Rl1Slma yttng dopm dimiliki tlischut 

RliStmami. dltnana istilnh Rmmnami nwalnyn di..,cbulkan tb!um hunplran 

Pl!n.tturan Presiden Nomor 1 tal-nm 2005. Rusunn tclah disebutknn da!am UURS 

dan PPRS tapi tidak dijelaskan secara khusus. aturan khllSliS tentang _ Rusuna 

terdupm dalmn: 

n. Pcraturan Presiden N01nor 7 tahun 2005 tt;ntang Rcncum1 Pcmhm1gunun 

Jangka Menengah Naslonal 2004-2009 (ditetnpkan pada tanggal 19 

Januu1·i 2005) 

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentnng 

Tim Koordinasi Percepatan Pembangumm Rum~th SttSun di Kawasun 

Perkotaan (diletapkan padu hmggal 9 Dcscmht.:r 2006) 

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PI<T/M/2007 tentang 

Pcdoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Scdcrhuna Bertingknt 

Tinggi (ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2007) 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri l':omor 74 Tahun 2007 tcnlnng Pedomun 

Pcmberian Kemudahan Perizinan dan lnscntif Dalam Pl.!mbangunan 

Rumah Susun Sederhana Di Kawasan Perkotmm (ditetupkan pada tanggal 

13 Desember 2007) 

c, Kcputusan Mentel'i Negara Perumaban R"kyat Nomor 20/KPT.S/M/20UN 

tcntang Pcmbcntukan Sckn::Larint Tim K~)ordinasi 1\:rccpalan 

Pembnngunan Rumah Susun· di Kawasan Perkotaan (dltctapkan 1 J Mnr-:1 

2008) 

Pcmcrinlah DKJ Jakarta juga mengcluarkan atunm pclaksana. bcrupa: 

a, Kcputusan Gubernur DKI Jakurta Nomor 924 Tuhun 1991 
' Peraturan Peiaksana Rumah Susun di DKl Jaknrra (Ditctapkan 

tcntang 

pad a 

tanggal 25 Juni 1991 ), mcnggantikan Kcputus:m Gubcmur Dl<l JakurLn 

NomOt' 224 T~hun 1990, ranggal 9 fcbruari 1990 temang Permumn 

Pclaksana Rumah Susun di DKI Jakarta 

1 ~ lllClMilSia, PC!ralmwn ,tfenft'ri Dufrm; N,·geri IC!Iiml,\! l'nlrmmnl'<'mherirm J.:cmmlalwn 
l't•rl:.imm dm1 liiHt!lllif <ltAam l'<!mhan.'.!,/tiWIJ Humuh ,\u.W!II St•d~eiluma di Kauasu11 f'crkotuou. 
Op.U!.. Pasal I angka l 

Universitas Indonc.~i11 
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b. Pcratman Gubcmm DK! Jukanu Nomor 136 talnm 2007 tcnlang 

Pcrcepatan Pcmbangunan Rumah Sustm Scdcrhamt (diundnngkan padu 

tnnggnl 11 Oktober 2007) yang tdah digant[ dcnglll) Pl.!ruturan Gubcrnur 

OK! Jakarta Nomor 27 Tahun 2009 (diundungknn p<lda ttmgga! u.::.M;m.·t 

2009) 

c. Peraturan Oubernur DKl Jakarta No1nor 71 Tahun 2008 tcntang 

Keringanan Retribusi Perizinan Pembangunan Rumah St1sun Scdcrhi.\llu 

(diundnngkan pada tanggal26 Agustus 2008) 

d. Pet·aturan Oubemur DKI Jakarta Nomor 88 Tnhun 2008 Tcntang 

Pcluncuran (Launching) Dalam Rangka Pemasaran Propeny (rliundnngkan 

puda tanggal 13 Oktober 2008) 

UURS dan PPRS telall membcrikan priori las d;m kcmudahnn-kcmudahun 

bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendab yang ingin mcmiliki 

satuan n1mah susun dengan harga terjangkau. Kemudahanwkcmudahan yang 

dibcl'ikun dalam pembangunan Rusuna dibcrlkan oleh mentcri tcrkuil dcngun 

perlanaha!1, prasarana !ingkungan, perizinan. pcrki'Cditan. p~;rpajaknn. rasilitas 

dwnomi. susiHI dan budaya.1
'! Oldt Pcmcrintah DKI .lak;;trln klmscp Rwmna !t:lah 

dimur dah:un Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 924 Tnhun 1991. dimana 

bentuk kemudahan dalam pembangunan Rusuna yang dapat diberikan arlaluh 

dalam penerbitan perizimm dan pembangtman prasarrma lingkungun. sarana dan 

u1illtas.20 N;umm lctap t1duk .tda atumn dcl;.1il hmlnng koma.:p pcmbungunull 

Rusuna. Konsep in: menjadi popular setelah keluamya UH't•.et pcmbangunan dalam 

Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Nasional !ahun 2004-2009 di bidung 

!nl'rastruktur pprumahan. Dalam rencana ini pemcrintoh pw:mt mcrcncanakan ukan 

membangun Rusunami sejumlah 25.000 unil untuk rnusyarakal hcrpcndnpatun 

rcndab melalui perm1 swasta. Program ini kemudian dip{)jwlcrkan olch pcmcrintuh 

sl!bagai program pernbangunan Rusun 1000 Tow~.:r Apart::mcn Muruh dcngan 

!'· lndo!l cs in, f'erawnm l'!!ml!rilll ult tent m1g Nu~uah .\'u.wn, Up. ( 'it. Pcnj c !usan P;tsal ;:.:; 
~u lndoacsia. Keputu.wm Gubenmr DIU ,/(1/autu tvmang f't"'t!fWWl Pvluk.wna Rwnuh 

Sm1m Di DK/.!afwrta. Kcpg.ub. No. 924 Talum 1991. Pos<1l 13 aym 1 

Uni\'crsila~ lndU!h.'l(in 
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targo..:t p~nycl;;;mian :w: Ln Unluk nh.:ncaptti larg~.o·t Jh:mlnmgunun t~rsdill! 

fA'csidcn mcngelum-kan Kcputusan Prcs:idcn Nomo: 2:::! !a hun :?006, Dulmn K.:pr:.::-: 

ini Jisebuikan bahwa kawasan yang menjadi pt'ioritas pi.!mbungunan rumah susun 

scdcrluuut ad.alali wilayali perkotaan dengan jumlah pcnduduk diaHlS ! .5 juta .iiwa. 

Kcmudiun Menteri Peket:_jnan Unnon mcng~luarkan pcratumn Nomor 

05/PRT/M/2007 tentan.g Pedoman Teknis P~mbangumm Rum<Jh Susun Scdcrhmm 

Bertingkat Tinggi (selanjutnya dlsingkat Permen PU), Pcnncn PU ini hcrlsikw1 

temang persyaratan teknis pembangunan rusuna. Alunm mengenai kemudahan 

pefizimm dan insentif baru diatm oleh Menteri Dnlam Ni!gcri mclalui llcrmcn 

Nolllor 74 la!lun 2007 tentang Pedoman Pemberiun Kenwrlahan Pcrizinan dun 

lnsentlf dalam pembangunan rusuna di kawaso.n perkotaan (scla11jutnya disobm 

Permcndagri). Pemberian kemudalum dan lnsenti f maksudnya adalah pcmberian 

dud pomerintab daerah kepada pengemlnmg. pcmbnngtmun Rusunn mlhlm lain 

dulam bcn!Uk penyedlaan sarana.- prasan.ma, pcmherian b:mlllan tckni:-o d<L11 

!ltsililasi. keringanan biaya dun kemudahan dalmn mcmpcr,Jich izin pcmlnmgunan 

Rusumt22 Jenis kcnmdaban pcrizlnan yang <.Jibcrikan mb1!uh: 

u. lzin status hak atas tanah dun pemanl'ilatannya 

b. JMB dan lzin Penggunaan Bangunan (IPB) Rusuna 

c. Izin priasip dan/atm.1 izilllokasi pemmiltgunan Rusumt 

d. Penycderhanaan dan percepatan persetujuan ars.itekw:· 

e. Pcnyederhanaan dan percepatan prosedur izln uji bcbon {loading fesf) dnn 

IP 

r. Pcnyederlumaan dan perccpmnn prost.:dl1f pcngcsa!mn pcrt~1mm dan <lkle 

pcrnisahan 

g. Penyederhanaan dan percepatan sertiJ1kasi Rusuna: dan 

h. Penycderhnnaan prosedtlr pcnctapan lnkm;i konsnlidasi Hmab bugi 

pcnyediaan tanah bersama metah1i konsolidasi l<u}nh 1" 

" ~ " . ''Kebtjnk_an P'ercepatan Pembangurmn Rusunu (Apuncmcn Raky;:u)"'. 
"-!w p;,, sr:rtQumennra,cpmiJUks.phn> 

~; f11donesia, Pt:ra/uran Mcnteri Dulmn ,\irtgr.:ri ttmUm.~ l't:drmw/1 flemherian Kc:~lwdaflw; 
flcri::imm dan ht.w.mtif dalt1m fl1'mhrmgwum Rwmrh Susrm ,)'edt•dwnu di /{uwawm Pl.'rkrJ/aan. 
Op.Cic Pasal I angkn !6 

v lhitL Pasal 4 
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Sc"Lmgkan untuk icnis inscntif yung dapat dibcrik:.m old: p~mcrinlah -d;Jcral: 

tldalnh_ 

a. Kcringanan biaya reiribusi <H<is lMB untuk pembtmgunan Rusurw 

b_ Pl.!mbcrian izin secara ccpat. tcp<H dan nlllnth 

c. Penyediaan lokasi atau tanah negara bcrupa tanah-t.:'lnah bckas. 1-hlk (luna 

13angun (HGB) dan tanah-tanall tcrlunt<:tr yang dikua:..;ai pcmcrintuh dacn.d1 

d. Mcmbantu penyediaan prasarana, sarmm dan uti!itas unwm untuk Rusuna: 

dan 

c. Pcmberian izin Koefisien Luas Bangunan {KLB} s~1111pni dengan 6.0 

(enam koma nol) sepanjang memenubi keserasian lingkungan dan 

kcrentmm tcknis Jainnya, klwsusnyu pnda kmvusan yang nH::mcrlukun 

pe11empatan kembali {reselllemenl) 2 ~ 

Untuk mendapatkun kemudahan pe!·izimm dan insentlf tcrsebut nda kritcr1a yang 

harus dipenuhi oleh pengcmbnng. yaitu: 

a, Rusuna yang dibangun dengnn harga tc•:iungknu hagi masy,trak<.~t 
berpengbasilan menengah kebawah yang diLctapkun bersamu m1tara 
pengembang dan pemerintah daerah 

b. Rusuna yang dibangun ses\tai dengan kescJ'asian lingkungan y<Hlg 
terintegrasi dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pcrkotann 
(RDTRKP); dan 

c. Pada lokasi Rusuna disediakan fasilitas usnbn dan pcrbelunjnan,15 

Pcrmcndagri ini juga 111:embcrikan aturun tentang pcnyusumm pcmtunm d<h:rah 

lcrkait pem.berian keltmdahan dan insenti r dnlam pcrccpa1an pc:mbangumm 

Rusuna yaitu; 

a, Disusun bcrsama olch pcmcrintah daerah d.;m DPRD.~1' 

b. Penyusunan dilakukan mcla!LJi: 

I} Pcrlibatan berbagai pihak yang tcrkail dcng<ln pcmhangunun 

Rusuna yang te~·diri dnri masyarakat caJon pcmanfaat. petguruan 

tinggi. lcmbaga swaday<i masyarak:.H. j1cngcmbang U;m lstansl yang 

terknit dengan pembangunan Rustma: dan 

H lhitl, l'as:nl 5 
i~ !hi<l, rasa! 6 
lb I hid, Pasal 7 
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}) Uji pLlblik untuk !~il)l)ti<:palkan ma!>ttkan lcrhad"p p~.·nycmpurnaan 
'1 nm..:angan pcruturan d;t..:mll, -

c, Subswnsi yang dimuat dalam peraturan dacrah t1;;rsebt1t adalah: 

1} Aspck teknis, berkailan den gun jcni:-~ kcmlldahan dan inst:ntir 

seperti perccpatan waktu pcnyc!csui.ml i1.in. p~.:nycth:rhnn;mn 

persyaraum dan kel'ingamm biayH. scna indikatm ~vnlum;i 

2) Aspck admini~tmtif, hcl'kuitnn <h:ngan pt.JIII.:tup:m inslaltsi yung. 

berwenang menangani perizinan, pengcsahan pcru::lmm layak huni 

dan akta pemisahan satuan Rusuna scna pcmbcntukan dan 

pengesa~an perhimplman penglnmi rumah sus1.m 

3) Pengaturan mengenai prasarnna, sarana dan lllililas umum Rusunn 

4) Aspek mekanisme dan benwk Penangnnan I'Tcngadumi MasyamkHI 

(PPM) dalan'\ penyclenggnrarm pcmhangumm Rusmm 

5) Pengaturan pengesahan Angga:ran Dasar dan Anggnran Rumuh 

Tangga perhlmpunan pcnghuni rmnah :-~mHIIl 

6) Pengaturan pengesahan akta pcrnisalum dan pcrldmm sc1·ta 

sertipikasi satuan rumah susun: dan 

7) Laporan kegiatan pembangunan Rusuna yang ditakukan uld1 

pengembang. dan snnksi adminismuif. !l! 

Sctclah kcluar Penncn PU !cntnng pi.!rsy;mnnn h.:kni~ tll<tka pt:mcrinwh 

DKI Jakarta mengeluarkan Peratura.n Gubt':rnur DKI Jakarta Nomm 136 tnhun 

?:007 temang Perct.:patan Pembangmum Rmnah S\ISlln Scdcrhana yang isiny~1 

mengmur tentang penelapan lokasi. pcrun!Ukan, pcncrhiinn pcrizinun dan 

pcmbcrian insentif. Berkenaan dengan percepatan pctlcrbitan pcrizinan tidak 

diatur ~ecara jelas hanya dinyatakan akan di!akl!kan okh SKPD/UKPD h;rkait 

dengan !'emberian insentit dibcrikan berupa: 

a. lnsentif intensitas, berupa pelampawm KLB snmpni dengm1 6 scpanjang 

m.emenuhi keserasian lingku'ngan dan keto.::ntuan tck:1is lainnya. kbuswmya 

p<!da kawusan yang memerlukan pcncmpatan kembtt!i (n;:~c!lkm~:-nt) 

J; Ibid., Pasal S 
~ Ibid., Pasal 9 
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h, lnscntif p~mbangumm pmsan.lli<l. dan sarana (in(ru;-;truk11.tl') (:an rasllitll~ 

;.nnum/fasilitus sosial (bcrupa ':iarana pcndldiknn mulai d:.tri tingkut 

sckolah dasar) gunn mcndukung pembangunan scnn pl'll)'l'kng_gara:lll 

kehidupan mnsyarakat 

l:. lnscmir pcmunfaatan runng. kom\.'"rsil lkm ru:mt; Sll.Sial .scb;:tg.ai fasiliias 

penunjang rusuna diperkenankan samp4ti maksimnl J lantai mulai dnri 

lantai dasar dengan luasan maksimal 10% d<.1ri luas si.!lurtlh !antai 

b ~· k "' ungunan yang u1rencana an ~ 

Scdangknn untuk aturan lokasi dan peruntukan odalah: 

a. Pcnel.apan lokasi Rusuna dapat diUSltlkan olch Pemcrin!nh. nmsyarnkut 

maupun pengl!mbang :m 

b. Ketentuan luas lahan efektif scbagal bcrikut: 

' . i) Untuk Pola Sil~tl Lingkungan {PSI.) rmdat adaluh ~000 m- (11ga 

ribu meter persegi) 

:n Untuk Pola Sifat Lingkungnn (PSL) kunmg. pudat mlalnh 6000 m:: 

{enam ribu meter perscgi) 

3) Untuk Pola Sifal Lil1gkung.an (PSL) lidak padat adnlah 11000 m2 

1 (dmtbelas ribu meter pcrscgi) 

c. Tcrsedianya sarana dan prasanma berupa; 

I) Jalan eksisting {nmng manlhatjalan) mini mom 6meter 

2) Jalur angkutan umwn mcnuju k1kasi 

3) Tc1jm1gkaunya pclayamlll jaringan utili!as umum antan.1 lain listrik 

dan air bersih 

d. Bcmda pada kawasan pcrenmjaa11 lingkungan tlnn pcmhangunan haru 

~:. Tcrdap;:11 pembangunan Rusuna p<kkt k;lwn:.uu pcrcmt~iaan, nE1ka 

n'!asyarakat yang tlnggal pada kawasan t.:rscbut mc11<htpat pr'oritas untuk 

mcnempali Rusuna yang akan dibangun dan dikcrnh<mgkan 

!: Pola pengo;!mbangan dan pembangunan s!.':bagaimana tlimaksud paLia burur 

d dllaksanakan berdasarkan konsep pcnalaan kawmmn 

~ lndone~ia, Pemturw1 Gubr:mlfr OK I .lolwrt(f lel!/unn l'ern . .,mfm; J>wnhangunan Rtmwh 
Snl'lm ,\'t'fif'rbtow. Pcrguh No. ! 36 Tah11n 2Cffi7. HD No. lJ 7 T;1htlli .:wen. Pa~t! 6 ., 

' lhnl. Pusal 3 <IYil! I. 

' 
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g. Tcrhadap pcmhangwwn Rmiltna ynng dllnkukan dalam :>kala k-:d!. 

p.:mhangunannya harus m~.:njm.li bagi<Ul dari p~:ng...:mh;~ngun kit\\asan y.ulg 

dimuhkm1 s~..-eam tcrpmht 

h, Di waj 1 bkan mcnycdiak;:m l'll<tng tcrbulw/l;tpangml lcrbuka mini nwl 20 •; .. " 

dad luas daerah perencanaan unluk penyelmrmtan bcnl:illla {\!vuhmsi). 

yang memberikan mantaat optimal tcrhadap unsur kcmmman dnn 

pcrlindungan sesuai dengan kctcnhmn lcknis pcnangglllangan bcncana. 

yang diperhitungkan dalam ~ewajiban penyedimm Km!li~icn Dasnr Hijuu 

(KDH) 

1. Hcrada di luar kawasan Opi.!rnsi pencrhangnn:H 

Pergub Nomor 136 Tahun 2007 ini lahir sehdum adanya Pcrmcndagri. 

scharmmya segera dilakukan penyesunian dengun Permcndagri. Nnmun kcmudirtn 

yang muncul adalah Peraturan Gubernur DKl Jnk:ma Nnmm 71 Tuhun ::wo& 
tentang Kcrlngumm Rctribusi Pcrizinan Pcmb:mgmmn Runu1h Su:mn S.:d~.:rb•m~l. 

yang hanya mengatur mengenai pemberinn kcringamm rctribusi pcl'izimm yailU 

.scbesnr 50% dari retribusi terhutang.n Keringunan rctribu:si rcr!icbut dibertkan 

' untuk jcnis retribusi; 

<J. Pelayanan Tata Kota 
h. Pctayunan Peke1jaan Umum 
~.:. Pdayanan Pcnataun d;m Pcngawasan Bttng:umm 
d. Pclaym1an Pcncrangun J~tlan Umum dnn Saramt.la!nn Umum: dun 
c. Pcngelolaan Lingkungan Hidup Dacmh:u 

Pcraturan Gubemur DKI Jakarta Nomor 136 tahun 2007 tt:ntung 

l'crcepatan l)embangunan Rumah Susun Scdcrhmut k.;mudian dig<HHi dcngun 

Pcmturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2009. nmmm untuk pcrizin.:m 

yang musih dalam proses. tetap bcrpcdoman pada Pcmturan Guhl..!rnur DKI 

11 !hid. J!nsa.l4 
12 

lnUom::sfo, Pemturtm Guhemur VI\ I ./alwnfl ft'fllang ;..·r:riiJ,l!WWil lf<!trih11.1·i l'eri::ina11 
Pemhungunan Rnmuh Su.nm Sederhmu1, Pcrgub. No. 71 T<thtm ::oos. BD No_ 70 TH!mn 20US, 
!'nsal 2 ayal l 

'' /hid., Pasal 1 

lln ivt-rAi Ins lndou ~~ia 

Analisis Yuridis..., Luthvi Febryka Nola, FH UI, 2009



Jakarl<l l\omor 136 tahun 2007.3~ Pc:rbandingan amam k!.!thm 1\:rgub ini •1d<tlah 

scbag<1i bcrikut : 

u. Kctentuan Pcratunm Gubcmur DKl Jakarta Nnmnr "17 Talnm 2:009 yang 

mcnycmpurnukan Peratun.ul Gubcmur DKI Jakarla Nomor 27 Tabun 

2009. yaitu: 

I) Kctenluan lama mcmberik<ln inscntiJ' daiHlll p!.!mhung.unan rasilitm; 

umumlfasilitas sosial (selanjutnya disebut fasum/fhsos} namun 

tidak dijelaskan sejauh mana insentif dibedkan dan bcnmknyn 

seperti apa (Pasal 6 angka 5), ketentuan ini discmpurnakan olch 

ketentuan bam yaitu wa,iib mcnyediuknn r>cmbangunnn 

fasum/fasos paling sedikit 50% dari st<mdar .sebugaimana dialur 

dalam Perda Nomor 6 lahun 1999. atnu dc:ngmi 

memper1imbongkan . ketersedinan fasLJm/l"asos pada lingkungan 

sekitarnya, kecuali perbelanjaan niaga untuk melnyani kebutuhan 
1 lingkungannya dibcrikan tamhuhnn lua~ sampai ;;crntus pcrscn dari 

stundar yang ditetapkan (Pasnl3 angka 6) 

b. Ketcntuan Peraturan Gubernur DKJ Jaknrla Nomor 27 Tnhun 2009 yang 

mcrubah (berbeda) Peraturan Gubcmur DKI Jakana Nomor 27 Tahun 

2009. yaitu: 

I) Ketentuan lama menyatakan bahwa jalan eksisling (mang nwnfaat 

jalan) minimum 6 meter (Pasal 4 huruf b. I), sedangkan ketcntuan 

baru mengatur rencana jalan paling sedikit 12 meter dan Jdmr 

badan jalan eksisting- paling sediklt 8 meter ( Pasal 3 nngka 1.<:1). 

2} Kctcntmm lama mcnyalakan bahwu pola pcngcmbangan dom 

pembangunan Rwmna pada kawa;ian pcn:majaan dih1k~makan 

berda.sarkan konsep penak'lU!l kawasan (P:.sal 4 huruf c). scdangkan 

'aturan baru menyatakan bahwa pola pengcmbangan dan 

pembangunan RtViUlla d!bmasi samJX~i dcngHn luas J hcktar namun 

pada daerah yang m~mili!d polensi slrmcgis dapat lcbih darl ilu 
--------

.\4 Indonesia, P<:Ntlurtm Gubtcrmw DKJ .Jakarw lt'nt>m,v. Pcmbun;.;unan Rumah S 11s 1111 

Sederluma, Pcrgub. N<:t 27 talnm 2009, BD No, 27 Tahun1009, Pnsal 11 
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dengan persetujuan dari gubcrnur dan dikcnakan kcW<Ijiban 

tmnbahan bcrupa sarana dan prasaran<l kl)l<.\ scbagai bcntuk 

kontribusi terhadap kota yang bcsarnya ditetapkan kcmudian (Pasal 

3 angka 4 dan 5) 

3) Ketentuan lama mewajibkan adanya ruang tcrbuk<l minimal 20% 

dari luas daerah perencanaan tujuannya adalah untuk evakuasi 

(Pasnl 4 huruf g). sedangkan kctentuan bal'll mewajibkan 

penyediaan ruang terbuka sebesar 2 meter persegi per jiwa (Pmml 3 

angka 7) 

4) Ketentuan lama menyatakan harus berada di luar kawusun 

keselamatan operasi penerhangan (Pasnl 4 huruF h). scdnngkan 

ketentuan baru memperbolehkan bcrada pada lokasi yang tcrmasuk 

Kawasan Kcsclumatan Opcrasional l)cncrbangan (KKOP) 

diperlukan rekomenc;lasi dari instansi bcrwcnang (Pasal 3 angka 13) 

5f Ketentuan lama memperbolehkan Koclisicn Lmllai Bangunan 

(selanjutnya disebut KLB) sampm dengan 6 (Pasal 6 angka 4). 

sct:angkan pada kctcntuan ban1 KLB maksimul hanya 4 itupun 

berlaku hanya untuk PSL padat yang terletak dckat 

terminal/stasiun/halte, dengan kepadatan penduduk paling tinggi 

4000 jiwa per hektar (Pasal 5 angka 5.a.J) 

c. Kctentuan Peraturan Gubernur OK\ Jakarta Noml)r 27 Tahun 2009 yang 

lidak terdupat Ualam Pr.:mturml Gubt.:rnur DKJ .Jakarta N01.wr 27 Tahun 

2009, yaitu: 

I) Saluran air dengan sistim drainasc yang baik (Pasal J angka J.h) 

2) Penyediaan sarana dan prasarana hagi pcnytmdang cacat (Pastll 3 

angka 8) 

3) Perencanaan pada lantai dasar bangunan hanya ttnlllk fungsi sarana 

penunjang dan fMum/Jasos dcngan luas paling banyak 50% (linw 

puluh persen) dan sisanya sebagai ruang terbuka tanpa dinding 

(Pasal 3 angka 9) 
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4) SetiHp 10 (sepuluh) unit hunian mcnyctliakan lokasi parkir l (satul 

mobil dan 5 {lima) motor dalam halaman pcrsil dan/atau bungumm 

5} Perhitongan jumlah pcnghuni ben.!as<.;rb.m !LI<ls lantai (Pwwl J 

nngka I 0) 

6) Sellap lues !antai hunlan 45 meter perscgi gross ndalah 4 ,iiw<l 

(Pmml 3 ung,ku 1 I) 

7} permukaan atap b~mgunan dibangun scbugrd taman (rr)(~j' garc/en) 

dan difungsikan sebagai ruang pub!ik {Pasa~ 3 angku 12} 

2.1.3 Aspek Pclnyunnn l>ublilt thlhun llcmhangumm Rum;;~:h Smmn 

Ada tiga topik menarik lerkait den£,.:-m pelayanan publik dall:tm 

pcmbangunan rumah susun di Indonesia }'lolitu otonomi dncmb. good J.tOVemtmnt 

dan pmologi birokrasi. Ketlga topik tersebm saling bcrkaitan. dimmm dcng;w 
' 

adanya otonomi diharapkan pelayanan terhadap masyarakat lcbih clisicn dan 

cfektif karena pemerintah daerah lebih dekat jangkawmmya dztripada pcmerintah 

pusaL Pciayanan yang efisien dan c!Cktir mcn•p~tkan salah satu prinsip dari !!,om/ 

gm•emw1cr:. mumm dalmn pcrkutcknyn tcrdapat luunbatan~hmnbatan ynng 

ditimbulkan oleh patologi blrokrasi misalnyn kunmgnya profcsionalitas dari 

aparat pemel'intahan. Berikut ini akan dijelaskan uraian singkat tentang keliga hal 

tcr~dv.1t dcngan spcsilikasi k(.lpada kcbijukun pcrumahan pcmukiman l!.!1'11i<~Sl!h 

pcmbangunan rumah susun. 

Petnbangunan rumab susun merupakan bagian dari kcbijakan perumahan 

yang merupakan urusan wajib pemerintah dat:mh karena tennasuk bagian dari 

pelayanan dasar.J5 Pemedntahan dacrah dibcri olonomi sclons-tuasnya dnhun 

mcnjalankan urusun wajib. din1amt dacrah mcmi!iki kcwcnangan mcmhmli 

kebijakan Ult\uk memberi pelnyannn. peningkatan peran serta. praka!'sa. dan 

pembcl'tiaymm mnsyarakat dcngnn wjuan untuk mcning.katkan kcscjahtcw:m 
' 

rakyaL 
36 

Terhadap urusan wujib ini maka bt.!rlaku kcwcnangnn atribuli!' yailu 

kcwennngan yang diperoleh langsung dal'i t:ndang~Undang at<m Peratumn 

)~ !ndoncsio., PerutUI'(tn Pemeri!Uah fl.mlung l'r:mhap,iou Um.w11 l'emerintub :lmaro 
f'emerinUth. fcmu:rinroh Daertth, Provfnti dan Pvmerflllal1 Dcu:rah ;.:ahupmen/}.,,'rJia, pp No. 2~ 
Tnhun2007, LN No. 82 lahun2007, TLN No. 4737. Pnsal 7 ;wnt 2 

::c. Rid wan, Op.Cfr., hal.27 
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Dacmh.:" Numun otonomi sduas-htasnyn dahm1 pdahnmmnny<\ JUg<l harus 

mcmp0rhatikun asns eksternalitas, ukuntahilitas dnn clislcn <k·ngun 

mcmpt:rtimhangkun kcsemslan hubungnn JX:I1gJ.:It)luan uru;;an p~.:111~1'inwlmn ~!1)\ilr 

tingkat pcmcrintalmn. Sehingga kcmudi<m muncul urus.tm pcmcrinl<.lh yang 

bersil'at cmu.:urrent artinya urusan pemerintahan yung pcmmgmmnnya dalam 

b~1gian atau bidang tertentu dapat dilaksnnakan bcrsama antara Pcmcrintuh dan 

pcmcrintab dnerah. )tj Pembangunan perumahun adulah salah satu mmmn yang 

h>!rSifnt com.:urrenl karena belum mnmp\lllY!l pcmcrintah dacrah dalam 

mcmmgani masalah perumahan pemukilmm.J9 Jadi, konscp otonoml dw.:ruh lahir 

karena adanya keinginan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada 

nmsynrokat dan upaya untuk lebih rnelibatkan pernn masyarakat dan dun!a u!mhn 

' da!um pcmbangunan. 

Pclayanan publik yang baik terdnpat dalmn konscp good }!OW.tnumce. 

Adapun difinlsi good governance ,yang dirumuskan liAS adalah proses dim;,Hw 

bcrbagai unsur dalam masyarak~t n1enggt1lang kekuatan dan oloritus. dan 

mcmp..::ngnruhi dan mengesahkan kebijakan dnn keputllsan ttmtnng. kchldupan 

publik. scrta pembangunan ekonomi dan so:;ial."'11 Olch pun.1 worilisi dun praklisi 

administrasi negar(l: Indonesia, istilah good govr:mwn-e tclnh ditc1jcmahkan tlalam 

bcrbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang mm:mah ( Binlmo 

'l:jf'kroamidjojo), tata pemerintahan yang baik (UNDP). pcngdolaan pemerintahan 

yang bnik dan bertanggungjawab (LAN), dan ada juga y;.mg: mcngal'tikan sccara 

s~.:mpit scbagai pemerintahan yang bcrsih (t'/1.!(111 J{OI'f!1'111nent). 

lstilah governCim.·e dan govt!rnmenl bcrbcda. pcrbl!daan ll!rklnk JXltla 

bagaimana cara penyelenggaraan otoritas polilik. ckonomi dan adminis[rasi dafam 
' 

pl!ngelolann urusan suatu bangsn, Padn konsep governmenr peranan pcmcrintah 

yang lebih dominan dalam p<!nyelenggaran bcrhagai otorihts uttii. S'-'dnngk:.m 

tlalam governance mengandung makmt hngaim:ma cura smnu h:mgsa 

-"/hi(/,, 8S~&6 
Jll lildoncsin, Umlang-Umlan~ Uepuhlik ludmu:.l'icr rt:nlmw l'l!meriniah /)w:mh LJU Nu .,. . . ' 

J- lahun .2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437 Penjci<Js;m Umum 
1? • ' • 
- lndone~JU, Pr:rft//1/'llll Pr~.~idun h•llfong R1.•m·ww l'l•mhwlf.!/moo .lao!,!.lw Mt•tJ 1·u~ah 

Nm·irmol. Op. Cir .. , lampil·an bllgimJIV.33~71 ' ' 
"" Solinn Effendi, ''Maknlah Mcmbaagucl Good Governance : Tugns Kim lkrsnnm··-

<lmp:!/~ptian.s!n f(, ugm.ac. idlnnikc lflncmbnng,vn-good· gowrnmJce.rx!r>, y ogynknnn. :?6 
Deso:mlh;r :2005 
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mcndl::;tribusikan kekuasaan dan mcngelola sumberdaya dan bt.:rbagal masalah 

yang dihadapi musyarakat sehinggn dalmn kons...::p gow:mance wrkmu.hmg unsm 

dcmokmtis. adil. transpanm. rule t~{law, pm·tisipatir dan kcmill'<t<m. i\Un tign pilnr 

pokok yang. mendukung kemampuan suatu bangsa dulom mduksanaktll1 JJ,uod 

gow:mam:e. yakni: pemerimah {!he swte). t.:ivil sot·iet.l' {masyan.tkal adab. 

masyaruknt madani. ;nasyarakat sipil}. dan pmmr atau dunin usulm. lstiluh 

J.f.Oi'i.!rJutm:e sebenarnya sudah dikcnnl dalam lilcrmur adminlstrasi dan illm1 puliLik 

hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian m_enjadi Prcsidcn 

Amcr1ka Sel'ikat ke 27, memperkemtlkm1 bidung swdi 1crsebut kiru~kiru 125 tahun 

yang lulu. Teiapi selama iiu gavernaw.'t! hnnyH digun<~kan dah1111 litcrmm polhik 

dcngan pengertian yang sempit dan dalam konteks pcngelolaan organisusi 

korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Prinsip xood governance berkembang 

lmts s~jak Jcmbaga pembiaymm intcmnsional mcnsyaralktnlll)'H dalam berb;1gai 

program bantuannya. Krisis ekonomi yang dialami lndoncshl pada tahun 199ii 

tclah membuat Indonesia menjadi saluh salu negarn pt:ncrima bamuan dari IMi" 

yang mensyaratkan diterapkannya prinsip good gol'!:l'l1W1cc:. Pcmcrintah scbagai 

S<tlnh suh• pilar pendukung good gm•emwJCe bcrkcwajibtm m~111b~..·rikm1 

po.!laynmm publik dengan sebuik~baiknya. bcroricnta,;i paJa kc~·mtt.lhnn tlun 

kcpt.msan penerima pelayanan. 

Padu waktu tesis ini dibuat tepainya pada tanggal 26 Juni 2009 tclah 

disyabkan Undang~Undang Pelayanan Publik. Namun. karenn undang-undang ini 

masih butuh waktu untuk sosialisi. Maka dalam tcsL"> lni masib digmmkm1 

Kcputusan ' Menteri Pendayagunaan, Apamtur Ncgma Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tetltant:; Pedoman Umum Penyclc1'!gg;mum Pclnyun;m 

Publik. dimana 1MB termasuk kedulam kclompok pclaynnnn puhlik mimil1istnutr 

ynitu jenis pe-layamm ynng menghasilknn benluk dokumcn L'Csmi yang dihlllllhkan 

oll.:h publik. Azas-azas pelayanan publik adalah sebagai be1·ikut: 

a. Tnmsparansi arlinya bcrsilht terbuku. mudnh dan datxtl diotkscs oh:h .scmu;,t 

pihak yang membutuhkan dan disediakan secara mcmudni .scrta n1uduh 

dbnengerti 

b. Akuntabilitas artinya dapat dipcrr~mggungjawahk<m sc~uai (k:ng.m 

kctentuan peraturon pcrundangwundangan. 
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c. Kondisionnl artlnva scsuni dcn~.Um komlisi dun kcmmnptmn pcmht::ri dan . . 
pcncrima pelaymmn dengan tctnp bcrpcgnng pada prinslp dh:J..:nsi dan 

cfcktivitas. 

d. Pnrtisipntif artinya mem.lorong peran serta musyamkm t.hdam 

penyelenggaraan pelayamm publik dengan mcmpcrlmlikan aspin1si. 

kebutuhan da:1 harapan mnsyarakaL 

D. Kcsamaan hak artinya tidak diskriminatif dalam arti tidl)k mcmbcdakan 

s~tk1.1. ras, dun agama, golongan. gender dn.1, status ckonomi. 

f. Keseilnbanga.n hak dan kcwajtban artinyn pemberi dan pcncrima 

pelayanun publik harus memenuhi hak dan kewajiban mnsing-masing. 

pihak. 41 

Selain azas, dalam Penyelenggarnan Pelayanan Puhlik perlu dipcrlihatkan 

dan ditcrn;;kan prinsip. standar, pola pcnyclcnggar:aan hinya. tingkut kcpmu;;:m 

masyarakal, pcngawasan penyelenggaraan, pcnyclc:mlan pL:ngadmm dan scng_kcw. 

sertn cvaluasi ki11erja penyelenggarmm pclaynnan puhlik. Adnrnm prinsip 

pdayamm publik adalah: 

a. Kcscderh~maan dimana prost'dur pclayanan publik !idah. bcrtJCiit~hcliL 

mudah dipah<imL dnn mud;\h dihtksanak,m, 

b. Kejelasun 

1) Persyaratan teknis dan adminislmtif pclayanan publik 

2) • Unit kerjal pejabat yang berwcnang dati hcrtunggung jawob Uulam 

mernberikan pelpyanan dan penyelcsaian kctuhan/ pcrsoalnn/ 

scngketa dalmn pclaksnnnnn pclnynnan puhlik 

c. Kcpastian wakttl dim~ma pduksanmm pduyamm publik daput di!idcsnikan 

dalam kurun waktu yang tclah dilcntuktln. 

d. Akmasi dimnna produk pelayann.n publik dil(.!rima dcngan bi.!nur. ti.!pnl. 

dan sah 

c. Keamanan dimana prose~ dan produk pcluymmn !)ublik mcmbt:rikan rasa 

anum dan kepastian hukum 

~~ lnrlouesio, Keputm;tm J.1euteri Pemltzt•twn Apur<llur NeKul'rr Ti!ntan?, l'ed(//mm Umwn 
f'eJ~l·t4r:n}.fgaratm Pclayancm Puhlik. Kcpmcn PAN 1\o. Q)IKEP/M.PAN/712003, 10 Juli 2003. 
Lmnplran. 
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r Tanggung ja.wab dimnna pimpinan pcnyelengg:mt pc!ayanan p'.tblik atau 

pcjabat yang diamjuk bertanggung jawah ntos pt:nydcngganmn pelayamm 

dan penyelesaian ke\uha.n/ pcrsonlan dulam pdnksanaan pdayamln puh!ik. 

g. Kdcngkapan sarana dan prasanum dimmm ter:.axiianya saranu dan 

pmsarnna ketja, peralatan ke1ju dan pcndukung lainnya yang mcmad<ti 

tct'JlUlSllk penyediaan sarona teknologi tclcl.:onnmik<lsi dun inronmttiku 

{tdcmuliku) 

h. Kemu(\ahan akses dimnna lempat dan lokasi scrta snrmm pdnyamm ynng: 

memadai. mudah dijangkau oleh masyarakaL dHn dapal mcmanl~mtkan 

teknologi telekomunikasi dan informatika. 

r. Kedisiplinan. kesopanan dan keramahan dimana pcmhcri pclayanan harus 

bersikap dis:iplin. sopan dan sanlun, ramah. scrlu mcmberikan pclayamm 

dengnn iklas. 

J. Kcnyamanan dimana lingkungan pclaynnan harus lcrLib. tcnuur. 

disediakan ruang tunggu yang nyaman. bersih, rapi. Hngkungan yang 

indnh dan sehat serta diJengkapi dengan fasili!!iS ptmdukllng peluyamlll. 

sepcrti parkir. toilet. tempat"ib.udah dan iain-lnin.4:; 

Standar Pelnyanan Publik sebagai jamimm adanyu kcpuslian bagt pencrinm 

pch1ymum. Stcmdar pelayannn merupnkan ukunm yung dibnkuktln dul<ll\1 

penyl!!cngganlan pelayat1an publik yang w~ib ditaati olch pcmbcri dan ntuu 

pencrima pelayanan. Standar pe>ayanan, sekurung- kmangnya mclipmi : 

a. Prosedur pelayanan, dimana proscdur pclayamm yang dihakukun h;1gi 

pcmberl dan penerima oelayanan lcnnnsuk pengnd\lttn. 

b. Wi!.ktu penyelesaia1t, dimana wnktll penyclesnian yang ditciapkan scjak 

snal pengajua11 permobomm samn dcng;m pcnyclcsaiun pch\;¥ill)il!l 

tcrmasuk pengnduan, 

c. Biaya pelayanan. dim ana biaya/tarl f pelayat1!111 tcnnasuk rinciannya yang 

ditcwpkan dalam proses pcmbcthm pelayamm 

d. Produk pelayanan. dilnana hasil pclnyanan yang nkan ditcrimn scsu~1i 

dcngan kctentuan yang tclah ditclapknn. 

"'"Ibid. 
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\!. S;trnnn d:m prasarana. dimmm pcnycdinan smuna dan prasaram1 pdnyannn 

yang mcmudal oleh pcnyelenggnra pclnym1<H1 p\Lb!ik. 

f, Kompetensi petugas pemberi pelayanan. dimana kompch.:nsi p~tllgas 

p·.:mhcri pclayamm hurus ditctupkan tkngun l.:pat h~..:nJ,;,lsarkan 

pcngetahuan. keah!inn, k.,;tcrmnpilan. sikup do111 pcril<tku yang 

dibutt:hkan.43 

Lahimya konscp good governcll11.'f! sclain kan:m1 tuntutan 11cgnnt donor !a pi 

juga karerm keinginan unluk melakuknn rcformasi tcrhadnp birokn:tsi. Birokmsi 

smna dengan administrasi dengan ciri~dri scbag_ai berikut 

a. Adanyu pembagian ke~ia yang sislimatis 

b. Problematika administrasi yang komplck dipccnh·pccuh kcdalam tugas­

tugas yang bersifal herulang dan dapn! dikclolu 

c. Dengan wilayah ke1ja dan u·niHII\il tertcnw 

d. Bcmda dibawnh hirarkie koinando yang bcrsiHH scntrallsti:s. 44 

Bll'okrasi ini kemudian disalahgunakan sehingga ditudlng s:cbagni salnh 

;ia(ll pcnycbnb krisis lli\!ltitHmcnsl yang !liulmni lmlonc~ia tnhun 1997. Olch schnh 

imlah nmkt~ tdntutan tcrhadap udanya rcformasi ini mcningkaL Sai;.Jb sa1t1 c;:1ra 

untl!k mercfQmUisi birokrasi adalah Jengan n1o.;ngobuti bcrbagni pcnyakil ynn~ 

m..:nycbnbkan aparatur ncgara tidak berfungsi scbagainmnu mcsiiuya. Pcnyaki! 

dalam hlrokrasi i11i discbut juga patologi bimkrasi. Putt)logi dnlam himkrasi. 

mcnurut Sondang P. Siagian, bersumbcr padu limu maz.:alnh pokok. yniLlc 

a. Pntologi ynng timbul akibal perscp;.i gaya mannjcrinl pnra pc.inhat di 

lingkungan birokrasi yang mdakukan pcnyaluhgunaan wcwcnang dan 

_jabalM, persepsi yang didmmrknn pru:;angkn, pt:nguhuran m(t.-;alah. 

n1enerima sogok, pertcnlangan kcpcntingatl. kcccndrungnn 

mcmpertnhankan slalus quo. empin: lmilding. siknp hc!'mcwah·mc\v;.th. 

pUih kasih. ketakman pada perubaban. inovasi da11 rcsiko. pcnipmm. sikap 

sombong. jarak kekuasam1, lldak mntt berlinduk. JnkuL mcngmnhit 

.... /hid 
4• Bc~thnm. !Jirokrmi. Ce!. Ke·!. (Jaklll1a; Bum! Aksara, 19l)0), haiJ\ 
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kcputusan. silltt mcnyalr~hknn orang ln!n. 1idak m\!1. intimidasi. kunmg 

knmiunen. kurang komdlg<l:ti. kurang kr..:;.nivitas dan ~ksp.:rimcmasi. 

kn.:dibilitas ytttlg nm;Jah. km<lllg visi yang in1uginativc. h.cdcngkian. 

ncpotisme dan irrasional. bcnindak diluar wcwcnangnya. kccngganan 
' 

mc::mikul tanggungjawab. 

b. Patologi yang kedua adalah rcndahnya pcngl!Lahuan dan kc!crampihm par;.l 

rx:tugas pelaksana berb.f'gai kegiatun op~msional. m~ngukihatkan 

produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah. scrta pegawai .sering 

bcrbu>i! kcsalahan. Adapun pcrbuatan ynng Lcrma.suk datnm kclnmpok ini 

uJalah kctidakmampuan mcnjaburkan kl.'bijaksuml<ln pi1npinnn. 

ketidakte!itian, rasa puas dirL berlindak tanpa bl.'rnkir. kcbit1gungan. 

tindakan yang cmmter produclive. tidak ndonya kcmmnpuun hcrkcmhnng. 

mutu hasil pekerjaan yang rendah, kcdangkalan. kctidakmamplmn hdajar. 

ketidaktepatan tinJakan. inkompelensL kcr.idakcckmml, kctidaktcmtumn. 

melakukan kegiatan yang tldak relcvan. l$ikap ragu-ragu, kurang im<~iina:;i. 

kunmgnya prakarsa. kcnuunpu;.m rcndah. bckc~ia lirluk pmduklil: 

kelida~rapian dan stagnasL 

c. Patologi yang ketiga adalah adanya tindnkan pejubut yang melanggar 

' hllkum. dengan pcngg.:nlllknn pcmbinyann, mcncrima !'logok. kctidak 

jtljtll'an. korupsi . tindakan krimillal. pcnipuan. konlrak m:.til'. suhotn:>c. {i.lll.l 

huku yang tidak bcnar clan pcncuriun. 

tL Pato!ogi yang keempat n1crupnkan mani!!.::sta.si pcrih1ku birokl'nsi yang 

bcrsitht disfungsional at~tll ncgatif. ynilu scwct1<mg-wcnang. pura-pum 

sibuk. paksuan, konspirasi. sikap takut. pcnurunan multi. tidak sopan. 

diskl'iminasi, cura ke1:ia yang legalislik. dramatisasi. su!il dij<mgkau, sikap 

lidak acuh. lidak dtsiplin. kaku. lidak bcrpl'ikenumusiaan. tidak pckil. sikap 

tidnk sopan. lunak. tid;;~k peduli mutt! ldnetju. snluh tind~ik. scm~1ngm yang 

Sl'tlah tempat. negativismc. mclalaiknn tugus. msa tanggung jawttb yang 

rendah, melaksanakan kegiatan yang lidak relevan, earn ketja yung 

berbelit-belit (red tape), kernhasimm. pcngutammm kcpcntingm> scnd1ri. 

tidak protCssional, sikap tidak wajar, mclamp:aui wewt!nang. pcrtcmangan 

kepe11tingan dan pembmosan. 
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~.:. Pmo!ogi Y<'Jlg kclima mewpnlwn akihm sin1asi internal bcrb<lgni instan~i 

p..:m~rlmnh;.m yomg bcntkibal n~.·~;nif h:rho1dap hiwkrasi. h~:rupa 

pr.:m:rnpaLan lujmm dan sm;~mm yang lidak lcp;n. k.;wu_iiban s~;,ial sehagni 

bcban. cksploitasi. tidnk langga!}. pcngangguran tcrsdllbung. mo!iYas\ 

ynng lidak teput. imbalan yang tldak mr.:lliad<.li. kondis:i yang kllntng 

m:mudai. pekc~jmu1 yang tidak kompartibh.:. tidak mli.my't im.hka!ur 

kinc~ja, kckuasmm kcpemimpim1n. miskomLmiku:;i. misin!twm;~si. bdnm 

kctja yang terlalu beral. lcrlalu banyuk pcgawai. sistinl yang pilih kasih. _ 

sa:mran yang tiduk jclus:. kllmlisi kcrja yomg tit!ak :umm, samna dan 

prnsarann yang tidak tepat dan pertlbahan sikap yang mendadak.4~ 

Masalah pokok patolngi bimkrusi diungknpk;:l\1 tk:ngm1 h.:hih ~darha11~1 

olch Dnvid Bcethmn. yaitu: 

a. Sikap melebih·lebihkan hirarkic/ pcratln'<tn 

b. Kctidak tcpatan tujuan org1mismoi tcrtcntu didalum situu~i lingklmgnn 

tcrtcn~u.·U• 

' Di Indonesia adanya patologi dalam birokmsi ini mcnycbabkan citra burt1k 

schubungan dengan kedudukan dan kcwcmmgnn pcj<1hat publik. lcnnama tl.'rkait 

m~:tsalah korupsi dengan bcranekaragam bentuknya. serta lamb~;tlnya pelayanan. 

dm1 diikuii dengan prosedur yang b::rbdit-hdit atall yang k:hih dikcnul dcngan 

cfck pitu merah (red-tape). Dimana dulam keadaan dcmikiun. birokmsi hnnyn 

bcrlltngsi sebagai pengendali. pcnegak disiplin dan pcnyl.!lcng_gan.l pemcrinwhnn 

d~.:ngan kckvasaan yang sangat besar. mmwn ~mllgat mengabaikan fungsi 

pelaymum masyarakat serta tidak tnmspanm. Kinct:in hirokrnsi :-a.:pcrti ini <tkhirnya 

dnpat mendorong masyarakat untuk mcncari jalan pinms dcngan .-:tmp atm1 

bcrko!usi dengan para pejabat untuk memperolch pclay;:man yang ccpat. Sittmsi 

-;cpcrti ini pada gilinmnya seringkali rncndorong para pr.:_inbnt untuk mt.!ncari 

kc~.:mpntan dalam kcscmpitan untuk mcncari kr.:untung<m dari pch.)"<tn<m.H 

..~~ Sondn11£, P. Sing1an, Op.Cit.. hnl.36-l45 

.u. David Bcc!hmn, Ot;, Cit., haL!6 
'1' VJJ 8, "'Pa!ologi Bimkntsi"", -::hup:ttv 31 S. wm clprcss.comt2007! J I /()~/paitllogi· 

birukmsi!>, November 2007 
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Adapun lmltlk mcrcspon kcsan buruk b!rokrasi :;~pcni im, hirokrasi pcrlu 

ml.!'lakttkan b.:bcrnpa perubahan sik<IP ;;,lan pcribkut1ya mtWra hti11: 

a. birokrasi hants !cbih mcngutamakan si!lll fH.:nlkkal.an tugas yang 

diarahkan pada hal pcngayoman d~ul pcluya.mn m<tsy,trukat: dan 

nH.:nghim.larkan k.:s•m pcndckatan kckw.t5<tan d~m kcwcmmgan: 

h. bin1krm;i pcrlu mclakuknn pcny~.:mpurnatlli orgunisasi yang ht:rcirik:tn 

orgamst~sJ modern, ramping, eiCktif dun cfcsicn yang mampu 

mcmbcdakan antara tugas-tugas ynng pcrlu ditan!!.u11i dan yang tiduk pcrlu 

ditangani (temiasuk membagi tugns~iugus yang dnpat discnthkan kqmdu 

masyarakat)~ 

c. birokrasi harus mampu dan mau melakukan peruhahnn sistem dan 

prosedur kerjMya yang lehih berorientasl padn ciri-ciri orgnnbmsi nitltkrn 

ynkni pelayamm ccpat. tepa!. ;1kurnt. Lcrbuku dcngan lt:lup 

mcmpertahankan kualitas. efesiensi biayn dan kelcpatnn waklu; 

d. birokrasi hnrus mempo~isikan diri sebagai rnsilil<llor pclayan 11uhlik tlari 

pad::\ scbagai agcn pcmbalmn1 pcmhangumm: 

c. bimkrasi harus marnpu dan mau mclakukan [ranstbnnasi diri datt 

birokrasi yang kine1janya kaku mcnjadi orgrmisusi birokras! ynng 

struklurnya lebih desentralistis. inovalir. t1cksibcl dnn rcsponsir.~N 

Dari pandangan ini, dapat disimpulkan buhwa organi;;asi birokrasi yang 

m:.tmpu mernberikan pclayanan publik se<:m1l d'cktif d:m c!Csicn kepad<1 

masyarnkut. salah satunyu jika strukturnya lchib h::rdC$l..':ntmlisnsi daripad<t 

lcrsentralisas.i. Sebab, dengan stl'uktm yang tcrdcs~:mtralisasi dihnrapkan akan 

lcbih mudah menga1Hisipasi kehutLJhan dan kepcntingan yang diperh1kan okh 

masyarakat, sehingga dengan cepat birokl'asi dapat mcnycdinkan pclayanannyn 

sc~;lltli yang diharapkan masyamkat pclanggannya. Scdnngknn duJ:mr knntck 

pcrsyuratan budaya organisasi birokrasi. pcrlll dipt;rslnpkan tcnaga kc1ja alau 

~s Agus Suryono. "Pelltingnya Manajcmc.n !Jirokrasi Prn!'c.;;ion:tl Umuk ~>'klltWl<l~i 
Kcnwndurnn Birokrasi dalam Pe!nyannn Publik". <hllp:l/Rublik,brawihmtnc.id/simol(!/u_jtj~mlllll 
QQ.ffil\lt_4Pcntiltgnyn%20Manajemen~.!Jfrokrasi%1{lf'ro!Csional%20umuko/..20Mcng,aw;;.pdl>. 
November 2002 
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' apar;H yang proksionai.J'1 Knmktcristik dari ~tparal y•mg p:-oks;;ional ,;td,;dah 

s...:b:.1gai b..:rikut: 

n. ~~1cmpunyai knmitmen yang tinggi tcrhadtlp pe~iumlg<lll m~ncapai ~.:itu-d!a 

tlilll tuimm berncgan1 

11. mcmiliki kompetensi yang dipcrsyurntkan du!am mcngcmbun Jugas 

pcngcloi,Ian pclayanan dan kcbijakan publik, 

t·. bcrkcmampuan mclaksanakan tugas tkngan tcmmpil, krcntif. dnn inovatif 

d. disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan ctiku pro!Cssional 

c. memi!iki daya tanggap dan sikap hcrlanggung gugat (ukuntubi lilns) 

r, memiliki derajat otonomi yang penuh raoa tanggung jawab dalam 

membuat dan melaksanakan berbagai hcputusan scsuui kcwcnangun. dan 

me1uaksimalkan etisiensi. kualitas. dan pmduktivitus . .!'il 

2.2 Aspck f>crUndungnn Konsumcn dalam Pcmb:mgumm Runwh Susun 

Pcrlindt!ngan konsunv!n telnh dimul<.1i st:jak pi\)tluk Run1ah Susun 

ditawarknn oleh pengembang kepnda nmsyarakat karcna scb..:lum mdakuktlll 

po..:musawn perdarw berdasarkan K~puwsun Mcntcri I1CI'Umuh.m Rakyat Nmnm 

11/KTPS/l994 tentang Perlowmn l'erikaum Jual Bdi StHuan Runmh Susun. 

pcngcmhang bcrkcwajiban untuk mclaporko.m kcpatla Bupati/Walikota Kt:pala 

Dacruh Tingkat II dengan tcmbusan kcpwJa :Vkmcrl Pcrumahan R~1kynt. Lnponm 

wrs~.:hut IHlrus dila1npiri: 

u. Salinan surat perset1.1junn izin prinsip 

b. Suli11an sw·at kepulusan pembcl'ian izin lok<lsi 

c. f3ukti pengadmm dan perlunasan !anah 

(L Salinan surat izin mcndirikan bangmmn 

c. Dnmhar denah perlelaan yang rclah mcndaJ••tt pcngc~almn d<1ri p...:mc:rinwh 

dacrah setempal; 

4
" IbM, 

;:• Muslopndidjaja AR. •·Makulah Relbrmasi Birokrnsi. Pcrwujudan Good Govcmanw. 
dun 11cmbangunan . Mas~araknt Madani'', <lmp:/Jwww.lndonl!sin,g,o.id/idlindcx.nlm'\?lllimr­
!:OIH eonlenr&task,.vlew&.Jd"'8637&1!emid""tilB>, 4 Mnret 1999 
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/\pabila selamb~~t-!ambatnya 30 (liga pu!uh) bari se.Jak tang):!.n! tandn \<.:nma 

lnporan tersebut bclum ada jawaban maka penawanm pcrdtHH\ ilu dap~!l 

dil<.1ks;.m~\kan. Sc!ain itu Keputusun Mcntl.!ri P.:nunnhml Rakya! Nmnor 

11/KTPS:! 994 juga mewajibkan pengcmbang untuk: 

a. Menyediakan dokumen pcmbangunan perunmlum antara lain: 

1) Sertipikat hak atas tanah 

2) Rencana tapak 

3) Gambar rencana arsitektur yang mcmunt denah dan potongm1 

beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batas secara 

vertikal dan horizont·al dari satll<.m runmh susllll 

4) Gam bar rencana struktur bescna perhitungannya 

S'f Gamhar rencana yang menunjukkan dengun jelas bngian bersama, 

benda bersama dan tanab bersama 

G) Gam bar rencanajat~ingan dan inslnlnsi bcscrttt pcr!cngkapan11yn 

b. Menyelesaikan bangunan sesuni standar yang. telah dipcrianjikun 

c. Memperbaiki keru~akan yang tetjadi dalnm jang.k!t waktu IOU hari sctclah 

ltH'lggal ditandatangani acara penyerahan satmm rumah susun. d~tri 

pengusaha kepada pemesan dengan ketentuan: 

1) Tanggung jawab pengusaha tersehut dibatasi oleh desain drm 

spesifikasi satuan rumah susun 

2) Kerusakan~kerusaknn yang. terjadi bukan disehahkan kcsaluhan 

pembeli 

d. Bertunggung jawab terhudap adanya cucat tcrsembunyi yang buru dapat 

diketahui dikemudian bari 

e. Menjadi pengeloia semcntara rumnh SllSlln sebelum tcrbenwk 

perhimpunan penghuni dan membantLl mcnuqiuk pengelola sl.!'tdah 

perhimpunan penghuni terbentuk 

f. Mcngnsunmsikan pekerjaa11 pembangunan tcrscbut selama pembangumm 

berlr.ngsung 

g. Jika selama pembangunan terjadi force majcm (kcadaan kahar) yang dlluar 

kcmampuan para pihnk) pcngusoha dnn pcmbcli aktm mcmpt:rlimbangkan 
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pcnycksaial) dcnga:1 sch~1ik-huikr:ya dcngan d~1:-,m pcrtimbnngan wamu 

ada!<th Jnpnl dh:clcsaikannya p..:mbangunan satuan runwh susun 

h. Ml!nyinpkan akla jual bcli satuan nmwh st1sun b:mmlian bC!':>UiiUHinnw 

dcngan pembeli menandatangani akta jual hdi dihm.iapan JlPl\T j)tlda 

tunggal yang ditetapkan. KemtKlinn pt::rusahaan pt.:mbangun;m pcnlmnhun 

pemukiman dan atau PPA !' yang ditunjuk nkan mcngtll'llS agar pcmhcli 

mcmpcrolch scrtipikat hak mi1ik at~1;; .satu~m fW1l\lh susun t~tas nanm 

pembeli dan bLayanya ditanggung oleb pembcli 

l. Menyerahkan satuan rumab susun lermasl.tk rusum/!hsos sccara scmJHII'na 

pndn , tanggal yang ditetapkan dan jikn pcngusu!m bclu1n daj}Ut 

menyelesaikan pada waktu yang telah ditentukan diberi kesempatan untuk 
' tm:myclesaikan pembnngumm tersehul tlalmn jungka wuktu 120 lmri 

ka[endcr, dihitung seji:~k tunggal rcncmm pcnycralmn runmh susun tcr!ichuL 

Apabiln ternyata masih tidak tcrlaksam1 !itmm sckali. 111aka perikuttm jual 

bcli batal demi hukum dan kcbatahHl ierschut ddnk pcrlu dibuktikan tlUtU 

dimintakan keputusrm pcngadilnn ntau Badan Arbitm;;c. kcpt~d<t 

perusahaan pembangunan pcmmahan p~mukiman diwajibkun 

mengembulikan pembayaran mmg yang lelah dhcrima dari pembdi 

ditambah dengan denda dan hunga sctiap bulannyu sc;:;uai dcngan Sltku 

btmga bank yang berlaku. 

Selain itu pengusaha selaku pelaku usaba rerikatjLJga dengan aturan~nturan 

yaug terdapat dahlm Undang~Undang Non1or 8 Trthun 1999 tcntang Pt.:rii1idungan 

Km1Stlmen (untuk selanjutnya disebut UUPK) ynng padu pasHl 7. pcng.us:ahu 

berkewajiban U11tuk: 

a" heritikad baik dalam mclnkukan kcgiatan u~ab;mya: 
b. memberikan infonnasi yang benar. jclas dan jlliur mcngcnai koudi~i 

dan jaminan bara1\g dan/mau jasa scna· .mc1nbcri penj~:lasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan: 

c. rnemperlakukan atau melayani konsumen scearn bcnar dan jujur xcrhl 
tidak diskriminatif; 

ll. mc~jamin muht banmg tla1llatau joJsu yang diproduksi <bn/utuu 
· diperdagangkan berdasarkan ketcntuan standar mtttll barang dan/mau 
jasa yang berlaku; 
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lnHuk m~nguji. Uan/ut:.n: 
s..:r1<1 !l11.!111IX:Ii jaminan 
dibuat dnn/atau yang 

\!, ml.!mbcri k!!scmpawn kcpaUa knnsumen 
mcncoba banmg. dan/mau jasa LcrtcJ~tu 
dan/ntau garans1 atas bumng ynng 
dipcrdng<.tngkan: 

r. ntcmberi kompensasi. ganti rugi dan/atau pcnggantinn ilHts k.:ntginn 
akibat penggunnan. pcmakaian dun pcmanfaawn barung dunhttrm j~Js;.t 
yang diperdagangkan~ · 

g.. mcmbcri kompensasi. ganti rug.i d<.whmm pcngg.<mtian apahila b<Jrang 
dan/atau jasa yang dilcrima mau ,:imannmtkml tidnk scsuai dcng.an 
pcljanj inn. Sl 

Bcrdasarkan Pasal 8 ayat 1 UUJ>K. pengusaha dilan:mg: 
' 

a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dun/atau mempcrdagangkmt 
barang danlatall jasa yang tiduk memenuhi aun1 tiriak sesuai dcngan 
standar yang dipersyaratkan dan kctentllnn peralltran pcnmdnng­
undangan; 

b. tidak ll:Csuai dengan hcmt bcrsih. isi b~rsih atuu ncllu, dan _jmnluh 
dalam hitungan sebag.1imtHH1 y<mg, dinynLnk<lll dalmn labd atau 1-:'lik~i 

barang: tersebut~ 
c. tidak sesuai dengnn ukllnm. takanm. timbungnn dun julllhlh dalam 

hitungan menu111t ukuran yang sebcnm·nya: 
d. tidak sesuai dengan kondisi. jamimm. k..:istimcwa<m atuu kcnlimjuran 

::.ebagaimana dinyatakan dalam lubd. eiikct atuu kctenmgan barang 
danfatau jasa terse hut; 

e. tidak sesuai dengan mutu. tingkatan. komp~1slsi. proses pcngolahun. 
gaya. mode, atau penggunmm tc:rtcntu sebaguinuma t.liny<~takan dulum 
label atau keterangan barang danlatau jas:t tcrscbut~ 

f. lidak sesuai dengan jan.fi yang dinyntakan dalam lab~L· cHkct 
ketcrangan. iklan atau promosi pet;jua!an barang dan/atau jmm 
tersebut; 

g. lidak mencaotumkun tanggal kadaluwar:m atau jangkH W<tktu 
pcnggunmm/pcmantlWtall )'Hilg puling b;1ik aHI:-> hamng tcrll'IHU: 

b. tidak mengikuli ketcnwan hcrprotluksi st:carn h<tlaL sdnH.!.tlimmJ<t 
pcrnyataan "halal" yang dicanttmlknn dalm11 !abel: 

1. lidak memas!mg label mau tncmbuat pcnjdasan banmg yang nt<..:mun! 
nama bamng. ukurnn. bcro.t/isi bcrsih atuu netlo. kompo:-;isi. atman 
pakaL tanggal pembuatan, akihal ;.;ampingnn. nama dan nlamnl pclnJ..:u 
wmlm scrta kclcrangun h1in unluk pcnggl!na~m y<mg mcnmu! 1-.~tcllruan 
harus dipasang/dibual~ 

_II :ndon~ia, Und(lflg·Unclcms Hepuhlik lndoncxitl b!ilfung Perfin<hm~au Km1sumclt. Op 
CiL !'asa! 1 
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J· tidak mencantumlmn infonn;u;i tbn/atau po:tunjuk pcngg.:.maan bt11ang 
dnlam bahasa li)dolll.::sill sc:ami dcngan kchmtmm pl.."rtlnthtng-und<~ng;m 

" y;mg burlnku, '~ 

Pa<la Pasal 8 ayat (4) UUPK dinyataknn lmh\Ya pclaku usnlm yang 

mdakuknn pelanggaran dilarung mcmpcrdagungkmt hamng dan/atau jusu h::rs~.;but 

s~.:rtn wttjib mcnariknya dari jX:rcllamn. Sc;Jangkun Ocrkcnaun tungg~mg. jmvab 

pengusaha ter:.dapat dalam pasal 19 UUPK yaitu: 

I. Pelaku usaha bertanggung jawab membcrikan gunli mgi <Has kl.!rus:Jkan. 
' pencernaran. dan/atau kerugian konsumcn akibat mengk~m:->lunsi han1ng 

dun/utnu jasa yang dilmsilkom uhm dipcrdngungkmt. 

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada uyai (I) dapal burupa 

pcngembalian uang atatl penggantian harang dnn/utmt jas.1 yang sl.!jl!nis 

atau setara nilainya. atau perawaum kc.:sclmtan dan/ntnu pcmbcrim1 

santunan yang sesum dengan kctcntuan pemturan perllln.hmg~undangan 

yang bc!'laku. 

3. Pcmbcrlan ganti rugi di!aksanakan dn!um wnggang waktu 7 (tujuh) iuwi 

sctclnh tanggallransaksi. 

4. Pemberian ganti rugi sebagaimnna dimaksud pad a uyut ( l) dan uynt { 2) 

tidak mcnghapuskan ketmmgkinun adnnya tuntutnn pidana bcrdmmrkan 

pembuktianlebih lanjut mengcnal adanya unsur ki.$<llahan. 

5, Kctc;ltuan sebagaimana dimaksud pnda ayal ( l) tl.:m {tyat (2) Lidnk b!.!liaku 

upabila pelaku usaha dapat mcmbuktikan bahwa kc}!alahan tcr.schut 

merupakan kesalahan konsumen. 

Sehubungan perumggung jawub dikcnal adanya konscp product liahility 

dinmna pelanggaran yang dilakukan oleh pclaku u~aba yang mcnl!rhitkan kcrugiun 

kcpada konsmnen merupakan pelanggaran atas prestasi pclaku usaha ynng tdah 

dipc1janjikan scbelumnya kepada konsumen. Dalam hnl ini konsumcn bcrh;tk 

unttlk menuntut pembatalan perjanjian (tcrgantung pada jcnis tran~uksi 

pt!rdagangan barang dan/atau jasa yang ditnksmmkan). mcminta pcnggamiHn 

s..::gula macam biaya dan bunga bcrikut kerugian akttml yang didcrit-a olch 

~: thi(J .. Pasal 8 
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k<.U;>\mlcn. Da!am hal dcmikii.m. konsmn~n h~rk...-wajibnr. un!uk s..:c<.tra langsu:ti! 

mt.:nyampaikan kerugi::m yang didcrhunyfi k~pada pdakt1 u~Jh;;t N;tmun saynng 

tkdmn lJlJPK koma:p produrt liability ini tiduk dik~.:nal. .'.> 

2.3 Amdisis ~enghcntian Scmcntan1 Pembangunan Rusunami Kniibata 

' 2.3.1 AnaUsis tcrh;1dap Tnh;lpl'cmbomgunnn Rusun~tmi K:1libntH 

Pcmbangunan Rusunami kalibata dilakl1kan olch PT Prudani S\1kscs Almdi 

(sdan.iutnya disebut pengembang) yang mcrupakan anak pcrust~lumn dari Agung 

Pm!omoro o,·oup melalui konsep pembangutian scbuah knwmmn lcrpmlu bcn1tH1ltl 

Kalibuln City. Kalibata City terbag.i att\S 2 kaw.1s<.m yaiw Knlibnin Rcsitlcm.:~.·~ 

yang tcrdiri alas tujuh blok, yuitu J\kasia. Borneo. (\:tldmm. Dnmar. Ehony. 

Flnmtmyan. dan Gahanl. sedangkan kawnsan kcdmt adalah Kalibntn Regency. 

y<mg tcrdiri alas ti~a blok. yaitu Kcmuning. llcrhras. dnn Jw.;mini.!.:..J Untuk 

Kalibata Residences dljual perdana pada masyarakat pada Mci 2008 dan s:udah 

' I I I ' " lC!]Ua se uru 1 un1tnya." 

Scjak JJ Oktober 2008. Khus:l1S untuk DKl Jakartu tdab t.likdmtrkm1 

P~:raturan Gubcrnur Nomor 88 Tahun 20()8 ten tang PchuH:uran (I .~llllll..:hingJ 

Dalam Rangka Pemasaran Property. Nmmm. kurcna pcmbangumm Rllstmami 

Kalih~Ila di~akuktm pndu bulan Md 1008 muku tllllr.m yang dig.umtkan .:u.lalnh 

Kcptllu:;an Mcntcri Pcrumahan Rakynl Nomor 11/K'I'PS/11)94 tcmnng Pctkll1)<1ll 

Pcrikatan Jual Belt Saluan Rt~mah Suslm {sdanjutnya discbut Kcpmcnpcr;.t). 

1.limnnu dalam !ltunm \CI'5cbut pcngcmbnng bcrkcw<11ihun Lnltuk mt!laporbn 

kcpada Bupati/Walikota. Kepala Daerah Tingkat ll t!cngan tcmbus<Hl kcpmla 

Mcnlcri Pcrumaban Rukyat Laponm tcrsebul horus dilampiri: 

a. Salinan surat persetujuan izin prinsip 

b. Salinan sural keputusan pemberian izin lokasi 

c. Buktl pcngadaan dan perlunasan tanah 

d. Salina11 surat izinmendirikan bangumm 

~~ Gunaw:m Witljaju dan Ahmud Ynni. 1/u~·um Tenumg l'erlindungmJ J.:rmsl!mtw. C~o·L 
Kc-1. (Jakarta: PT Grame:diu Puswka Utama. :mOO). hal. 63-64 

5~ L Tf. ··Knlibma Ci!y, Kayaknya Sih Rusunaml Kcn.·11." ". 21 Matt.'! 2\Xlll 
~5 Mnn~ownng silitOJlga dclwandrn. <hHp:/ll:ablnidM!t!Spr.blogspll!.conl 

f2009,'~}_~fpcngembang,~rmumami-bernmsalah.htm1> 
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c. Dnmbnr denah pcrtc!;mn y<iiig tdah :llcndap<!l p..:n:.;l.!:>:lh:m dari pcn:~.:rintah 

thu:nlh sct~mpi!t: 

Menunn keterangan pengembrmg mereka telnh mengt~uktm permohnnnn 

kcpt:tt.ta guber'mu· dcngan tcmbu:mn kcpttda Mclllt:ri P..:rumnhan Rakyat ~r· Numun. 

sctdah dikontinnasi dengan P2B merekn s.mw scbli tid~tk mcngcwhui mcngcnai 

adanya pcrmohonan tersebut. Lagi pula jika penawaran pcrdana dilakuknn Mei 

200& hcrarti pengemba11g belum mcmiliki dokmncn~doki.l'ncn yang barus 

dihunpirkan tersebut. PudHhal snlnh sutu pcrtimbangan mcngapa muncul 

Kepmcnpera inl adalah untuk mencegah munculnya kemgian tcrh;~dap konsumcn 

akihat masalah perizlnnn. Oleh scbnb itu. dulmn K~.:pmcnpcm lni m~.:nsyaratk:n\ 

ndnnyn lampiran perizinan saat penawm·un perdana. Dnlam prukt~.:knyn ketcntwm 

ini ni:l!lll<ll\g sering dilanggm· oleh pcngcmhnng. hiol;;anyu merck<! h.lhth nwlai 

mclakukan penawaran perdana sejak adanya /Jfm.4( Plan. Pdangg<mlll tcrhadap 

Kt.:pmcnpcra ini dilakllkan oleh pcngcmbang kan.:nn proses pcngurmmn 1MB ynng 

mcnmkan waktu lama da11 kepmcnpcra ini jllga tidnk dikngkapi snnksi yang 

Pcngembang mulai pembangunan Rusunnmi Kalihata pada bulan Oktohcr 

100N dimmm pcrtimhangmt mcrcka mul<ti !m.:mb<mg.un m.h1h.th k:m:nn sduruh unit 

tcl:jlml scmuanya sc.suui turgcl puling nw;d untuk pcny..:h:s<Jian ym\g h.'lah 

dip..:~innjiknn dcn~an konsumen mlalah mcmtm A u!nu Akasia ptHia Septt .. ·mh-.·r 

2010. Scluin itu pengembung telah mcndapatkan n::komendasi TPAK (Tim 

P~naslha! Arsitektllr Kota) Nomor 14/sckrfi'PAKJVI/2008 pudn tanggal 22 Juli 

2008. 1\.lusan !nln duri developer adaJah kotrcna Lelah mcmiliki SIPPT. dmmna 

hcrdasurkan Surat Edaran dari Menteri Pennnahan Rakym (sclanjulnyH dis..:bm SE 

Mcnperu) khmms untuk pembangunau Rustmami sudah dapat dibtmgun apnbiln 

tdah mcmiliki SIPPT.:\7 Tiga alasan yang diungkapkan oh::h pcngembung ini tidal... 

dapat diterima karena untuk alasan perlama tidak punya lundnsnn yuridis. ahts~m 

kcdua rckomendasi saja tidak cukup karcna TPAK barus mclakukan :~idnng 

tcrh::blh duhult1 dan hasilnya akan dituangkan dalam bcntuk I7.in Pcndahu!uan 

5~> Berdasarku:1 wawancara dcngtm 13apak Gucv:m1 Sanlny;ma {DcJ~n), mtw~etin,v. in 
l1on1·e. PT. Pradani Sukscs Abadi t:lllggnt 27 J\nni 2009, 

51 Ibid, 
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{:;daniuinva discbul IP). sctclah nda IP hm\t pcngcmhang bisa m..:mbangltn itupun 
' ' 

tcrgantung junis lP ym1g Jib::rikan.::.J\ Scdungk<lll untuk tt!asan k!.!tiga yttil\l 

:oo..!hubungun t\cngan S!PPT lcrnyata s~!clnh dilihnt /Jhwk Plan daHl SIPPT yang 

hcnnr adahtll Nomor 342/1.71 L5J1 Hmggnl 4 Marc! 2009 bcrnrli pmln s<.wt 

' pcmbangunan dimulai pengembnng \idak mcmiliki SIPPT. Sctclr1h 

dikonlirmasilmn kembali kepuda pcngcmbang tlll.:rck<l m::nychutktm tdah 

mcmiliki pcndabttlmm SIPPT nmnun Hdak di<.lnpatkan infonn<.lsi lchih lanjul 

schubtmgim dengan hal inl. Setelah dlkonfimasikan dcngan P2B mcngcnui SE 

Menpera sehubungan dengan SIPPT jawaban mereka ada!ah bahwa mereka tetap 

hcrpcgang padn Pel'da DKI Jakarta. dan SE Mcnpcm tcrscbut hanyaluh hcrttpu 

himbauan saja dan bedaku umum. ><J. Berdnsarkan Pasal 2 ayat I Kcptttu~an 

Gubcnmr DKJ Jakarta Nomor 76 tahun :woo tcntang Tala Cara Mcmpcrolch lzin 

Mcm.Hrikan Bangunan dan lzin Pcnggunaan Bnngunan dan Kdayakan 

Mcnggunakt111 Bangunan Di Jlropinsi DKl, sctiur kcgintan llll.!mbilngun harus 

mcmiliki IMB. Terhadap pembangunan yang tldak mcmlikt 1MB scccp.nnya 

han!:> dilukuktu1 llndakan pcncrtiban herupu SIJ4 dan 7.x:24 jum bi:!"ikutnyu 

dik~nakan segel,r~n Nanwn pcnyegclnn dapat tidak Jil.:1ksnnakml a!au ditundajika; 

~~. Tcluh ada IP 

b. Bl.!rkas pcrmohomm Lelah mcmcm1hi syumt dan dap<~! dipro~:\ me1~iadi 

PIMB 61 

Apahila SP4 dan pcnyegelan tid<ik diitidabkan maka dapat d11akukan tinJakun 

pcncrtiban scianjutnya yaitu bongkar paksn.r.:; 

S.:wl memulai pcmbungunnn pengembung Rusunmni Kuliba1tl tid:.1k 

mcmi!iki 1MB schinggn nkhirnyn discgcl pm.la Dt'scmb1.-r :wo&. SP4 tcrxchw 

tid<:tk membuat pe11gembang mcnghcntikun p:.::mbungurmn Rusumttnl KalibaltL 

pcmbangunan lerus Oerlanjut sampai akhirny<l ditukuknn pcnycgclnn olch PJ.B 

pada umggal31 Maret 2009. Jeda waktu antara SP4 dcngnn Segcllcbih lama darl 

,, 
llcrdas,arknn W,'lwancara dl.'ngnn Bapak Jltmclita. lJugfan Tf>KB. Suh Di11;1x P~:m1 1a<1n 

RCll\:IIIHl 13angumm. P2B Koln J.nktmn Sll!ntmt !11ll~l 29 Jmli 2009 
~·~ Bcn.lasarkan wawancara dengan lbu Yuli. UnJSinn Ul])um, Sub Dinas Pcnzim.m 

Bangunan, P28 Kota Ja;..arta Se!at.an tanggal 29 Juni 2009 
® !ndone.&ia, kc:pummn Guhemur DK! Jltk(lrfll ft•uttm~ f>t•Umjuk Pl'lakl·mw f't·n~'tfihrm 

f.:t•giown Mumlumgun d(fll Me11g?,murkun Btmgwmu tli Dt.rt!ruh 'A:Im,l'll.r:. JhuJ.oill Jalwrta. Kcp!!t!b. 
No.l068 Tahun 1997, LDNo. 081ahmt 1997. P·asnl 16 -

hi lhid., Pasal 17 ayat 2 
1
': lhfrl. Pasa! I J 
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y<mg dihC"rikan olch undnng-undang yang hany<l mcmb~ri waklll 7x14 jam. Dalam 

jcda waktu wilma SP4 dun sc:gcl. pcngcmhang hanyn bcrhtlsil nK·ng\lf',IS S!!'JlT .. 

Ddapan hari sete!uh pen.yegeiOJl yaitu pada 1nnggal 8 :V1ai 2009 tdah diterbilk<.m 

Kct~tapan Rcncana Ko11.1 ~tau hlock phm Nomor 030l/GSB/JS7PC/IV/2009. 

lkrdnsm·kan SIPPT dun block phm dkb..1pat dotri tlinas ln\tl kllla ;.;danjumy;~ pm.sL'S 

pcriz!mm menjudi lcbih cepat dimuna tinggul mcml<lpiltkmt izin dnri Tim 

Penaschat Arsilcktur (selanjutnytl discbut TPAK). Tim Penaschnt Kons1n1k:·ti 

Bangunan (sclnnjutnya rllsebut TPKB) dun Tim l'cm1scha1 lns:t<.thl~i Bangumm 

(sclan,iulnya disebut TPIB). lzin ini didapatknn sctclah TPAK. TI'KB dnn TPIB 

mclnkukan sidang dnn hasilnya unwk Rusunami Knlib~t!a dikeltmrkan IP Struktur 

Mcnyeluruh Nomor' 1765/IPTB/K-AIII-2009105 dan diterinmnya Permohonan 

1MB (sclanjutnya disingkat PIMB) Nomar 421PIMI312009 tanggal 12 Mei 2009. 

Secara resmi penyegelan diakhiri pada tnnggal 14 Mci 2009. Alusun pcm.:rintnh 

dacroh lmny~..t memberi !P dan I'!MB adalah karcna pcngcmbang bclum mt::mcnuhi 

k~tcnhmn 1\mdul. Hal itu tlipt!rktmt t.icngan wuwancnm penulis dcng;:m l):!lt 

Amdal adalah .salah sattl hal Y<Hl£ hnn1s Jipcrhntikout dalmn pt:mh.angml;.m 

rusunami. hal ini sesuai dengan Kepmusan Gubcrnur DKJ Jak<.~rta Nomor 2};6:l 

!uhun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha alau Kcgiatan Usabn ynng. wajib 

dllcngkapi Amdal. Lngi pula Amdal merupakan snlnh sn!u hal ynng ha!'u.s 

dipcrhatilum dalam blm:k plan yang dikelunrkan oleh Dim1s. Tata Kola Jakuna 

Selalon. 

Terhadap tindakan membangun Wllptl iMB pcngt::lllhang Ru~llnami 

Kulibata dikenakan sanksi yaitu membuyar dendu admlnistr;:Hif scbL'Silr 6x {1.!!1HllJ 

kali) dari rcstribusi yang seha!'llsnya dibayarkun. Pcngcnmm S<mksi admini:-;:lmsi 

tcrhadap pengembang yang mclanggor kclcntuan tcmang izin pemhangunan 

dinwksudknn agar pelrmggar tidak mcngulangi pcrhuatannyn kcmhntl dan ham:-~ 

bcrumggung jawab atas te1jadinyn pelunggurnn..''3 Sclnin itu pcmbel'iun :mnksi 

11lcrupnkan cara untuk menciptnk'm konsislensi pclnksanmm hukum dun 

pcnegakrm peratunm. sehingga hukum dapm bc1jalan scsmti yang tlikcbcndaki 

demi terciptanya ketcrtiban. kepastian dan kcadilnn.M Schubungan dengan sanksi 

administrasi ini pengembnng rusunami kalibatn harus mcmbayar sekirar Rp 720 

Ul I hid., Pasa! 2 ayut3 
!>I Juninrs.o Ridwan & Athlllad Sodik, Op.dt., lm:. I t 1 
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,]uta. tkl1g<H1 ]k-:rhihlngan biaya retl'ibusi Rp 6.000 per nwler p~..:r ;~~gL D: Kulibatll 

Residences 1da 20.000 meter pcrseg: . .lttdi. tinggal diblikun 20.000 kali 6JK10 

kali 6. 11 ~ Mcnurut pcngcmbi\Jlg dcnda mlminislrasi tcrsdwt tdah dibnyarknn olt.:h 

mcrcka knrenn bcrdasarkan pc(janjian scjak awal dcngan konsmncn tduh 

dinyatukun ball\va scmua biaya 1MB ditunggung olch pcngcmbiu:g. 

Tujllml tindakan penertibm1 dan sanksi admini:-;trutlf adalah agar 

pcmbangunan tisik kota tetnp mcngacu pudn Rcnc<IIH.t Ummn Tnt<J Rmmg (!UJ'l'R) 

yang sudnh ditetapkan dan para pelaku pcmbnngumm tctap mcmJ>llf)yui tanggung 

juwab terhadap tercapuiny<l tct1ih hangumm dom lingkl.mg;.m.w' Kmcua up;1bila 

tct:jndi pelanggaran terbadap ketentllan tentang talu ruang dun lingkungan htdtlp 

s:Jnksinya tirlnk cukup dcngan tindak~tn rcncrtihttn Uan ~nnksi <ttlminbtrutif suJa 

lllclainkan ada ancaman pidana. Ancaman pldana tidnk hunyu Jikcnukan kcpaUu 

pcngcmbang tapi juga kepada pejabat yang mcmbcrikan izin. Oleh sl.!~up itlllnh 

butuh proses cukup lama dnlam pcngurusan IMB karcna mclibatknn hany<tk nspck 

pcnting dan pejabat yang berwenang harus sangat huti-hati dalam mcngclumkan 

lzin schingga n1emakan waktu lama. DHlam prr~ktcknyil. proses nnrnw! 

pcngl.tfltSnn 1MB paling ccpat 6 bulan. Lngipuln pcmlurnn yang min juslru 

mcmbukn cclah ketidakjelasan butns wnktu. ka!'CI\H hih1 hi.i!iil pclll:litian tcknLs 

maxih mcmurlttkan udunyn perbuikan/p~nycmpum;,l<.tn nwka jangka wub:tu 

pcnyclcsalnn pcnerbitan IMB Yilng tclah ditctapkan sccurn limitntif tidak 

bcrluku.''7 .ladi. dalam pembangtman rusunami Kalihata schubungun dcngan 

pcrixinan tetap digunakan prosednr normal. Hnl ini dik~H·cnakan tidak ada nturan 

detail tentang bentuk spesifik dari kemudahan perizimm clnn siapa yung 

herlnnggungjawab terhadap kemudahat! tcrseh\1!. 

Peraturan t.entang perccpatan pcncrbitan pcrir.inan dan pcmbcrian insentir 

da!um pembangunan Rusuna telab nda namu11. arunm terscbut tidak mengatur 

secara detail dan terperinci bahkan Keputllsan Menteri Da!am Negcri 

"' Zidni, "Pcnghuni Knlibata RcsiUem,;c Mcnolnk Mcmm"~utl" Do.:mla"·, 
<bup:!fd iskus irUIHQh, wordpress,<:om/200910410 l /pc11gh unl·bnlillntn -res idc;nc~:-m..;~~~nk. 
lliifllll!l!Jl)UillJ.·denQ.![>, I Aptil2009 

1
"' hldonesia. Keputu.wm Oulu:rmw DKI .!alwna Nomor ft'Jif<mg f'eltm]uk l't'!ttkx(flhl 

Pe11t:rtihrm ll...!giilftJII Mambangun d(fit ILlen~gwwktm Bw;gmum di J):wruh J..:hu.ms lbukoia 
.lilkrll'lrt Ofl.C'iLPnsal3 

1
') lmlon<.::Siil. Pt•rll!W'II/1 Gubtttllm' /)1\/.lalwrru tt•nl<mg P(·l~~r,llltllll't<twrhitrut P,n;;illilll 

Ba11gm;o1,, Pcrgub. No. 85 Tahun 2006, BD No.88 Talnll\1006, Jlnsal II nyal 5 

Univcrsilas lndnnc!iia 

Analisis Yuridis..., Luthvi Febryka Nola, FH UI, 2009



55 

' mcnycrnhkan kcpuda pcm-::·mtah du.:mh. scd.:mgknn pcmt.!rinwh daer~1h 

m~ny(!rahkannya kr.:pada Satuan K~rju Pcrangkat Dacrah/Uni•. K~1ja 1)-::nmgk<~l 

Da~rah (selanjutnya disingkm SKPD/UI<PD). Dil!am prnkt...::knyu SKPD/UKPD 

tctap mcnggunakan proscdur normal km·~na takuL tcrkcna sanksi dari pcraturan 

tcrkait scpcrti yang tclah dljelaskan s:cbclumnya. Mcnurut P2B Jnkarttt Sdm:m 

kcmudalmn yang mercku dapal bcrikan ad~tl~th pcmbcrian priorilus misalnya 

tlalmil hili pengurmmn di TI)AK. TPKB dan TP!B. P:m ben.lsllhn tncmhmHu 

m!.!nindaklanjull secara intcnsif pcrkembongannya kcpnda linHim lcrscbut k,m.:na 

anggollltim ICI'scbut indcpcndcn yuilu rmm nhli dtm akm!r . .:mis!, 

Jadi. berdasarkan uraiaJl dialas jclaslah bahwn PT Prndnni Sukscs 1\bmli 

!idak melnkukan Jangkah antisipatif guna mempcrsiapkan dun mcngantisipasi 

pcri:dnnn beserla kelengkapannya. PT Pradani Sukses Abndi justru !l>Chlkukun 

bcbcrapa pelanggaran dengan tidak mengindahkan ketcmuun pcrizinan mului dari 

penjua\an perdana sampai dengan proses pembangunan Rusunami sebagai 

itnplikasi dari target yang dibuat oleh PT Prndani Sukscs A had[ ilu scndiri. 

2.3.2 Analisis Hukum Tindakan }Jc-nycgchm Rusunami KnJibuta olch 

l>zB Jakarta Selatnn 

Pelanggaran telah diiakukan olcb pcngcmb~ng scjak pcnnwnrt.~n perdana. 

dimanu pcngcmbang tidak ml.!mcnuhi ~yunn-.-;yanH pcnzman ynng mhl tlalam 

K~pmenpcra. Dalam Kepmenpem lersebtll n1cmung tidak min kctcntuun ~<mksi 

yang lcgas namun, a.pabi!a dibubungkon dcngan Pmml 8 Umlang-llndang 

Pcrlindungan Konsumcn. te!ah dilarang mcnjual banmg yang pcnjuahumya 

bcncnlangan dcngan peraturan pcnmCang-undangan jikn 1c1judi pclanggaran 

maka wajib ditarik dari peredaran. Masalnhnya kcmudian karena Kepn1cnpcra 

pada waktu itu belum didukung olch nturan dul.!rah Ji DKI Jakarta muku nkihmnya 

mcnjndl tldakjelas siapa yang lHlJ"liS bertunggungjawab tcrhadap pcnnohonml dan 

pcngawasnn terhadap pelaksanan kepmenpC!TI tcrsebul. Padahul pencrapan pasal 

ini s:~.!hat·usnya disertai pengawnsan dari Pemda liehing.ga jiku ada pclung.gman 

Pl.!mda dnpat langsung menghentikan pcnjun!an pcrdana lcrscbuL Akibat tiadanya 

upnya pcnghentian terhadap penuwaran pcrduna Rusunar.1i Kalibutu akhirnyu pmb 

hulm1 /,gustus 2V08 n1smmmi tc1juul scmuanya. Hal ini lcrlihm scdcrhana ~1kan 

t.Jniver:d!as ltH.loncsia 
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telupi bcmkihal k;,;pmla kr•llSlllll!.:n Rusunmni K<llibtl!lL Dampaknya ol-;;111 

dijda~kan puda bngiun unalisis pcdlndung.un knns\mh;n. l.agip~da apahih1 h.:lah 

~Khl tinduknn scjnk mval padu ~mat pcmtw;:m.m p.:rd4mn 'l<.:nlll nht:-ialah p!.!nyegt.•hm 

tidak a~wn muncul. 

Pengembang Rusunami Kalibata lelah memului proses pembangunan 

mcski mnpa 1MB akih..ttnya pild<l Dt.:!>Crnbcr 1008 diberi SP4 oldt P:!B Jakurt;:1 

Sc!atnn. SP4 tcrsebut tidak membuat pcngcmbang mcnghcntik;m pcmhungumm 

Rustu1ami Kalibala, pembangunan tents bcrlanjul sumpui akhirnya dilnkuknn 

penyegelan oleh P2B Jakarta Selntnn pada tanggnl 31 Mnn.!i 2009, lkrurti 

tcnggung wPktu dari pengcnaml SP4 sumpui pcnycgclun tclnh mclmnpaui waklu 

ynng ditcntukan, Padnhnl tindaknn pcnerlihan p~.:rlu dilnkukun scdini, rinmgkin 

agar bangunan ya1\g melunggar dnpal disesuuikan kcmhali dcngan izln yung. 

ditcrbhkan.M1 Maksud kelentuan ini ad!tfah untuk mcnccg~th kcrugian yung khill 

bc~ar baik ~mluk pcngembang mmtpun konsumcn. Untuk pcngcmhung lcntu si.lj<l 

scmakin banyak yang dibangun scmakin rugi upabila mmti tlikcnakan tidakan 

pcncrtiban dalam bentuk pembongkf!nm a!au iikil harus dililkuknn 

pcnycsuian/perbalkan berdasarkan kclcntuan pcrizinan ak<m sulit dilukuk<m. 

Scthmgk<tl1 1111tuk konsume11, semakin banyak pt::nycsuaian lcntu dapal mcmi!H.i:J 

waktu pcnyelesaian. Olch schab ilu tindakan pcncrtihan pcrlu dil<1kul.;an ::>1 • .'dit)i 

nnmgkin. P2B Jakarta Selatan menyataknn bahwn pndn dasmnya tindakan 

pcnertibun memang han1s. dilakukan scdini mtmgkin dan ,iikn ada kctcrlnmbaLan 

pcnlndakm) sehubungan pembangumm rm;un~1mi kalibntn pertimhangunnya 

udalah: 

a. ketidak jclasan aturan lentang rusunami 

b. pcrtimbangan bahwa izin pasti akan keluar k.arcnn pn.igram ini mlalah 

program pemerintah pusut 

c. jika te1jadi pelanggardn tinggal dikenukan :mnksi pcmbayaran dcntla 

administmsi 

d. udanya strukturisasi P2B Jakarlu Sclatan M 

'
4 

lndonesin, kr.!pulu:um CJuhemur Vl\t .lfik(JJ'Io Nmnor lt'Jl!ung !'l}lrmjuk Pr:lulwma 
l'eiM'Iilum A"ttKiaum Mwllh(llli,:lllf don Mt'IJK~wwhm lJunJ!IIIItlll di Om.nth A:lm.ws !fmJ; 11~rf 
.hllwrw, Op.Ci( .. Pasal16 (I) 

1•'1 "' d rk ocr nsa '!l:li wawnncnra dcng;m lbu Elsyc. Baginn Umum, Dinm; Peng.<m·a~an dun 
P~:m:rlibnn Kont Jakarta Selatnn tangg•1! 26 Jmti 2009 
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I
. , ill 

o..·. po Ill!" 

lkb;.'r;tpa nla$an yang diungkapkan o!eh P2B mcmni.)llkkun h;lh\\a ;Kianya 

kottrdmasi y<mg kurang bnik amara jh.'llh:riulah pusat dmt dac1'uh ~..:huhungan 

deng.an proyek Rusunafni ini, Scjak diberlak~1kannya Undang~Undnng Nomor 2::! 

tahun 1999 tcntang Pcmerintahan Oucrah. ln<.ioncsin lllt:niusuki !.!t'<l Jcscntmlisa:-;i 

yang ternynta menimbulkan banynk komplikasi dalnm pcncrapnnnya salah 

satunya adalah lemahnya koordinasi. Dalam sebuab litcratur dinyatnkan bahwa 

kurang koordi11asi ini dapat disebubkan olch Lh::scntmlisusi akihat karcnc1 bc:mrnya 

organ yang terlibat. 71 

Selain itu juga kurangnya profesionulismc juga terlihnt dari sikup 

Pcmcrintab Daerah (selunjutnya disebut Pemda) yang n1cnyalahkan pcmc-rinwh 

pusa!. padahal mereka adalah satu Ol'gtm. Untuk mcmbantu analtsa sdwhungun 

adanya alasan politis. penulis menggunakan pcndapat dari Snndang P. Siagian. 

ada 5 masalhh pokok' dalam hlrokrasi y~1i\u: 

a. Pcrtamu. persepsi gaya manojcrial pum pc.iahm di lingkungnn birokmsi 

yang menyimpang dari prinsip~prinsip dcmokrasi. 1-lnl ini lilcngukibatk:.1n 

bcntuk patologi seperti: pcnyalahg1.maan wcwcmmg dun jabalan mcm:rimn 

sogok. dan nepotisme. 

b. Kedua. rendahnya pengetabuan dan ketcrnmpilml para pctugas pcluk~mm 

berbagai kegiatan operasional. meng.akibatkan produktivhus dan muLti 

peluyanan yang rendah, scrta pegnw<~i s!!ring bcrbuat kc-sa!almn, 

c. Kctign, ti1\dnknn pejnbt~l yang mclanggnr hukum. dC1igun "'pcnggcmukan'" 

pr.:mbiayaan, mcnerilnn sogok. korllpsi dan sclmgainya. 

d. Kccmpat. manifCstas:l pcrilaku hlmkrasi yang bcrsilht disfungsional atau 

ncgalif. seperlt: sewenang.~wenang. pum~pma sibuk. dan diskriminmif 

c. Kelima. akibat situasi imem~t! bc:rbagai instm1si pcmcrintahan yung 

berakibat negatif terhadap birokrasi. scperti: imbalan dan kondisi kcrj(l 

"' Berdnsarkru1 wawnncara dc11gnn llapak Panditn. Bagian TPKB, Sub Dinas PcnaHu111 
l{cncnna !~angu11rm, P2B Kota Jnkn!'ln Schn~m Janggnl 29 Juni 2009 

" Rid wan. Op.CiJ., hnl.l8 

Univcrsihl11 lndoucllhl 
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yang kunmg memm:hti. k~..:timlaan dcskripsi dm1 imlikator k..:1:]tt. dun ::iskrn 

·1·1 '· ·1 " pl I 1 r.:mH 1. -

Dad 5 masah1h pokok tla!am bimkrnsi yung ti!U111J.k<ljlkmt ok'h S\11l~lang P. 

Siagiml tcrscbut maka untuk kasus Rusumt111i Ka!lbi.ltil mmmlah yang pniing. !l.!pm 

udal<lh yang kccmpul thm kdinm yuitu otkihat sihmsi intt.:mtll dimmw k~.:bijabn 

pcrccpatan nunah sustm adaluh kcbijakan baru dcngan muran main yang kunmg 

spcsilik sehingga menimbulkan kerngu-raguan umuk mcnindak lcgas pcltuigganm 

oleh pengernbang, sikap ragu-ragu rnenandakan adanya prilaku birokrasi yang. 

ncg;lti r. 
Gcjala putologi dalam kebijakan n1sUil<Hlli ini tcnlll sajn lwrus dihihmgkan 

kan;na tidak sesuai dengan konscp ~om/ grwernwu:c: tlan Wt•(/i.ltl! slute yang. 

scdang dikembangkan oleh pemeritHah :mat i11l. Dua km)SCp yang bertujuan untuk 

m~.:nciptnkan tata pcrnerintahan y~ng bcrsih dml b~rwibnwa y<mg upaya untuk 

mcwujudkan Lata pcmerintahan yang tcrbuka. bcrtanggung ,Jawah. c!Ckt!f dun 

cli.sicn. 1ncnjunjung tingg.i suprctnnsi hukllm. d;1n mcmbuka p<trlisirrusi 

masynrakat yang dapat menjamin kelancuran. kcscrusian dan ketcrpaUuan \llgas 

d<.m l\mgsi penyelenggnrann pemerintahan dun pcml:mngumm. Untuk itu 

diperlukan langkah~langkah kebijakan yang tcrarah pada pcmbahan kelcmbagann 

dnn sistim kclmu!aksammn, kunlitas sumbcr tlaya i.lparatm ncgnru dan sis!im 

pcngawasan dan pemeriksaan yang eiCkti f. n 

Efcktifilas pengawasan aparatur ncgara dicapai mcln!ui kmwdinasi dun 

p.::ngawasan internal eksternul dun pcngawasan masyllrakat. Oleh scbab itu!uh 

schubllllgan dengan percepatan pcmbangunan ntslli'I<I!Hi pcmcrintah pus;.l! 

bcru~ahan mombcntt1k lim koordinasi mclnlul KcputusaP Pn.:sillen Nontor 3:.: 

Tahw1 2006 tenlang Tim Koordinasi Pcrcep<Han Pcmbangm1nn RLLmah .Susun di 

K<nvu.san Pcrkotmtn. Tu,iuan dnri Hdanyu :matu koord!n~~si mlalab: 

a. J)ap:.u diccgnh dan dih!laJlgk:m titik pcrlellt•lngan 

h. Para p:ejabnt aum petugas terpaksu bcrfiklr dan b~:rbuat dalmn bubungan 

sasaran dan tujuan bersama 

1
! Sondang P. Siagian. ()p.Cir .. haL36 

'·'Indonesia, P~tralllrtll1 Pn'.~itir.:n Wllltlll}!. Rl!m.:mut f'emhangwnm .langko ,HelliillguiJ 

Na.viun111, Op. Cit .. !ampiran bflginli 111,14 -1&2 

Unil'crsitas lnt!mu:sin 
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c Dapa' dk·cgah te1:i<itlinya kcsimp;mg .sit~ran dan duplikasi ko:gim<.m 

tL Dnpu~ mcngcmbnngkun pr<lkarsa dan daya improvis:.l-;i par;1 po:jabat. 

kun.::na dalam rangka koonEnasl, ma~J titiak mau mcrcka harus 

mcm.iapatkan cam dan jahtn yang cocok bagi pdaks;.1mwn tugas scc<m.t 

mcnyelu!'uh danmcncarn1i kcscimbnngun dun kcscr;~sian 

Untuk mensukseskan langkuh koordinasi makn dipcrlukan kc(jasmna. 

singkroni:msi yang mengandung kchamsan pcnyclarnsan unsur-unsur jumlnb dun 

pcncnluan waku1 kegiatan disamping pcnyesuaian pcrcncnmltlll dan kchmusan 

udanyu konmnikasi yang teratur dengun mengindahkan kctenluan hukum yang 

hcrlaku, ?.I Namun tim koordinasi ini tcmyatl:l bc!um mampu nH!tH.:iplakan 

h:1:i1.tsama yang baik dalam mcmbuat atun111 spesilik rncngcnai kcmmlahmt 

pcrizimm doll\ insentiL padulml perizimlll m.Ialuh nms<duh p~.:nling k;m:na litlak 

lmny:t lllCitytmgkut aspck administrt~ti !' akan tctapi juga n:>pck t~.:knis 

pcmhangunan rumah susun. Perizinan tidak al·am dibcl'ikan biln synrak~ynraL lain 

bl!hnn tcrpenuhi karcna da1npaknya yang sangnt bc~mr. apalagi hcrknitan dcngan 

1MB. JMI3 me1~adi pedoman untuk dikeluarko:m izin selanjutnya y;:tilu izin luyttk 

huni scdangkan tanpa izin Jayak huni, jual bdi nunah susun dihadapan PPAT 

tidnk akan dapnt dilakukan. 

Meski besilu pemerintah d:aerah JOg« harus lebih mcmperhatikan nspck 

lain darl ~ood xovernance yaitu aspek budaya ke~ia ynng menyangk\11 

prolCsiQnulitas, produktiiitas dan tnnggung jawab. Sctidakny<t dalnm kwms ini 

harus berm1i lebih terbttka mengcnni pcrkcmbrmgan pcri?.in<m dan mclnkukan 

koon.Hnasi dcngun tim koordinnsi npabilu mcnghudnpi nmsalnh, Tim koordinnsi 

ldtlh dibcmuk dari tlng.kac pusal samrmi dacrah dan ada kcwajili<:m untuk 

pclarnr<~n nllin dtl!'i jcn.lang paling. b;:nvah kc at<l!-i .. lika koordinas1 dapnl 

dijalankan dengan baiL scbamsnyn pcrnuts.alahan kurangnyu ~pcsi !iknsi 

kcmudnhan perizinan dalam pcnuuran dapm diantisipnsi s~jnk awal. 

Jmli. bcrdasarknn ·uraian dalam pawgxt~ph-pamg.!'uJ' t!iutas tind.:tkan 

pcnertihan bcrupu SP4 dan pcnycgdan y:.mg dilakubn oto.:h P2B JahH't<l Sclat<.m 

tc!all tcpat akan tetapi pelaksanmm pcnyegdannya dllakuknn dengan cara tiduk 

iluinrl'llas littlml\·sin 
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tt.:p<l1 kM~na bcrdasarkan Pa;;al 16 ( 1) Kepu!llsan (iubo..:rmtr DK I Jakarta N\llllOr 

1 0(';}1 T<.~hllli 1997 tcnlnng Fcwnj uk 1\:htks;m<l Pcn-.:rlibun Kl'gialan :Vkmhang.un 

dan t'vlcnggunakan Bangunan di DKI Jak<ela. timh\k:Jn pclll..'l'lihan hnn:skth 

dih1l\l!kan scdini mungkin. Pcluksanaan pcnyl.!gclan yang tidal-: St.':;u;1i. dL'tlgatl 

<ttllran h.:rschul teluh mcmbcrikml kesun bimknlsi ynng huruk dimaw masy;.traknt 

d<m :-;ccara tidak langsung mcl'llgikan knns1.tmr.::n KnHbntn. 

2.3.3 AnaHsis Pcrlindungan Konsumcn dnJam Pcmhangunan 

Rusunami Kalibata 

Rusunami Kalihata telah dijuai sejak tahap pcrcncunaan. hal ini dapat so~ju 

dilllkllkan sdamn mcmenuhl kctcntuan pcnawuran pcttlnn;J :-;cbugaimatltt diutttr 

daiam Kepmenpera. Kepmenpera mengharuskan pengembang melakukan 

pch1pnrm1 kcpndu Buputi/Walikotn Kcpaln Dacrah Tingkal H Llengan !emhusan 

k.epm.ia Mct\tel'i Perumahan Rakyat dcngml mcl:.lmpirk;;~n: 

tL Salinan sural persetujuan izin prinsip 

b. Salinan surnt keputusan pcmbcrian izin Jokasi 

c. B1.tkti pengadaan dan pcr!llnmmn tnnab 

d. Salinan sural izin mcndirikan hangtnmn 

c. Dambar denab pertelaan yang te!ah tncndapa! pcngcs.ahan dari pemcrin!ah 

dacrah selempal; 

!\'mnun pcngcmbang rusunami Kalibata tit1ak tnl.!miliki scmua dokumcn yang 

harm; dilur1opirkan tersebut pada saat pcnawaran pcrdmm schinggn harusnyu 

pcnawar:.m tidak boleh dilakuknn. Nanwn yang teljndi udnlab proses pcmasamn 

tcrus dilakukml sampai scmua unit LCt'.lua!. .sdamu prose;-; pcnjunh1n th.lah: ada 

upayu pcngb
1
cntian dari pemerintah dnerah. padahal hnl tcrscbut bcrhnk dilnkul.:an, 

Mcskipun tiduk ad~t sanksi yang l0gas dal::sm Kcpmcnpel'i.t tcrs:cbttt, munu11 l'cnuJa 

dapnt mcnggunakan kctcmuan Pasal 8 ay~tt 4 UtJJlK untuk mclar.mg dun 

mcnghcntikan proses penjualan. Akibut tiadanyo.~ upaya pcnghcntinn tcrhmlup 

pcnnwaran perdanan ntslmami Kalibma akhirnya pad<t bulan agustus ::mo~ 

nts:unami tcrjual semuanya. Awalnya hal !crsehut ttdak mcnjndi masulah ;;umpai 

akhirnya kctikn pengurusan periz!m1n khw;lts kurctm Kalibnw tcntlasuk dw:n:1h 

K<\\\:tsan Kcsc!amutan Opcrasional l'cncrhnngnn (sclanjutnya dischut KKOP) 
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y<1ng hanya mempcrbolchkun pembangumm samp;li d..:ng~m 19 hur;ai .-:cd:.mgbn 

ru,.:njualan tdah dllakllkan snmpai dcngan 2:: hmt;,li, i.!kihatny~l k•m:;umcn yang 

tclah tcrl<mjur membeli tingkal 20~22 diberikan 2 opsi yaitu: 

~L Dipi.ldtlhkan kc unit Kalibnta Regency 

h. Jika kebcmtan dcngan opsi pcnamu maka <.l<nw yang tt:lah dilxiyurk;m 

dikcmbalikan 1 00%. 1 ~ 

Tcrbadap siwasi scpcrli ini tcntu konsmncn m~njndi dirugikan karcnn rdah 

bcncmangan dcngan kescpakalan awal. B.:1hkan bcrdasurknn kctcrangan dtlri 

pungcmbang kasus penyegelan i11l bcrawal duri kctldnkpuasml snlnh :mlu 

knnswncn yang lldak seltlju dcngnn 2 opsi ynng diHJwarktm olch pcngcmbmig 

diatms sehubungan dengan izin balasan ketingginn mcnyangkut KKOP. Sehinggu 

kcmudhm konsumcn lcrscbut mclapnrk;m pcngcmbang kc P2B lhm mcminl:.t P:!B 

untuk menindak pengembang Rusunami Kalibllta tctkait dengan masnlah 

perizinan. Jadi. hal ini seharusnya dapnt dihindari apahila ketentunn tentnng 

pcnawaran perdana diperhatikan sejak ~lwtll olch pcngcmbung. 

PcmbtHlt;tllUU\ Kalibat:t kcmudian jug~1 diltl~wkan tw1pa 1MB nkibatuy;t 

tct:indi pcnyegdan dan pcmbnngunan Rusumuni dihentikun unluk scmc11tara 

waktu dnri 31 Maret 2009 sumpai dcngim 14 April 2009. Hal ini tcntu uknn 

mcnycbuhkan proses pcml'langunnn tcrtund<:l dnn dapm mcnycbabknn 

kcterlambatnn pcnyerahan Rusunmni dikcmudiun bmi Sctclah hal 1111 

dikonlirmasikan dengan pihak pengembnng, mcreka tldak kawa{ir kurcna mcrcka 

tclah me1mllai pembangunan terlcbih dahulu lagi pula dalum Pcljnqjian Pcrikatan 

Jual Bdi (selanjutnyn discbut PP.I[3) dipctjanjikan bahWil m.la gm<.'C pl'riode 

sdmna 6 bulan tcrhilung scjuk langgttl dipcljnnjlkunnyn penyck)!llhm 

' pcmbnngumm. selelah Jewat 6 bulan dapnt dibc-l'iknn pcrpanjangan lagi 3 bl!!an 

tkngun kctcntuan denda I% dari yang tclah dihayarkan, 111 Jangka waktu (l bulan 

ini ICIHU tidak sesuai dcngan ketcntuan Kepmcnpcra yang lmnyu mcmbcri wnkHI 

pcrp:mjnngun paling lama sdam;\ 120 dan jika d<llam w;.d.;tu 120 hari scja!,; 

ta11ggal pcn,vcrahnn, nmmh susun !clap tidak bisa disdcsnik;:m Hltlkn ju:d hdi Oa!al 

dcmi h11kum dan pengembang be1·kewnjiban unwk mcnucmha!ik;:m scmuo 

7~ Bcrdasarkan wawancara .Ueugnn G<lpak Gtlt:Vilnt S.m!;,yanu (Dcdcn). nmrkctiug in 
lluusc. P]'. Pmdani Sul\ses Abadi lrmggal 27 Jmm 2009. 

'
4 lhid. 

Univenoftns lndm1csin 
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p..:r~lh<ty;U'<lll yang !dah tE!nkukan bt.:serta d.:nda d~m bunga . .ladi. jika pcngt:1\1hang 

t..:Lup b:::pegr.ng pad a gract' period d:tl<mi PPJB dnn mc:nycrahkan kwat uan I ::;o 

hari th1ri 1anggal pt.:nycrahan maka jual lx~li balal th.:mi lwkum. 

Sclnin itu bcrda.sarkan Pas~1l 7 UUPK. pdaku usaha bcrkewajibnn 

mclnkukan kcgin!an Llsahanya dcngan itikad haik. nmmm dari proses uwttl 

j1CI1l\WHI'i.lll j)Ci'dana Sl!dah ICljadi pclanggaran olch p~:ng<:mbang. lli.!l i11i jdas 

mcnun.lukbn ndanya itlknt kunmg huik tlari p~.:ngt.:mi'l<mg. Sdain itu pcng;.·mbung 

juga bcrkewajiban mcmberikan iniOrmasi yung bcnar, .]elas dan jujur lt.:ntang 

kondisi barang yang mereka jual. Narnun, Konsumcn Rt1sunami Kalibmn tidak 

m!.indapatkmt infbrmasi terscbut ll!l'llhmm tcrktlit pcrizinan bnhkun samtMi 

tindakan penyegelan dilakukan. Berkenaan dengan pel,)'t::gdnn polra kon:-;mncn 

lmrus mencari sendiri infbnnasi terkait dc1tgun hal itii. Schinggi:t scjak terjmlinya 

penycgelan bauyak timbul protes kepada pengcmbang dnr; konsumcn. t!.irlcl;ih 

lagi para konsumen nJsunami k{llihata tclah mcmiliki wndnh yaitu Kulidesi. 

Mclalui wadah inilah kcmudian mereka menyampaikan keberatan kepada 

p~.:ngcrnhnng. Menyadarl hal ini sctch1h pcnycg..:l;m <.licabut. [')engcmbang 

Rusunami Knlihata lnngsllng mcmbcrikan pcrnya!uan n:smi mdului bcrbugai 

media. 1-lnrusnya hal ini telah dilrtkukan :s~j~1k uwul o!ch pc1,gcmbung knrcnu 

l'>l!lttnggm·an terhndap ketenll!an ini dapi.lt mcmbuat pcngembnng digugm sccm·u 

pcrd;Ha mm1pun pidJna berda:mrkan Pasal 19 l:UPK. 

Jadi. bcrdnsarkan uraiHn {liatas. dapnl dlkcwhui bahwu daliun 

pcmbungumm Rusunami Kalibata ada dun k~.::w;.1jib<.m pcnting yung tidak 

dilakukan oh::b pcngembang kcpadu konsumcn ynitu kcwniiban untuk mclakukan 

tJsaha dcngan ilikat balk dan kcw;1jiban untuk mt.:tnhcrikan infnrmasi yang b~m1r. 

jda$ don _jujtJL Sdain itu min kctcnill<lll dnlnm PPJB yang tid;.1k scsuni 'lhmgan 

ketcntuan Kepmenpera. yang dapat berakibat batalnya i~PJB iru jika klausuln 

rcr:;cbut tctap dilerapkan dikemudian hari. 

Uni\'crsillt.s ludonc~i;~ 
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3.1. Kcsimpulan 

BAlD 
PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan pokok pennasalahan yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya maka dapat disirnpu!kan bahwa: 

1. PT Pradani Sukses Abadi sebagai pengernbang Rusunmni Ka!ibala tiduk 

melakukan langkah antisipatif guna mernpersiapkan dan mengantisipasi 

perizinan beserta kelengkapannya mulai dari penjualan perdana sampai 

dcngan prose~ pombung.mmn RuNlmami :;eb~1gai implikasi dari lnrg('t y~mg 

dibu;tl o!ch PT Pradani Suksc:o Abadi ilu scnJiri. 

2. Tindakan penertiban berupn SP4 dan penyegelan yang dilakukan oieh P213 

Jakarta se:atan terhadap pembangwum tanpa izin yang dilakukan oleh 

pengembang Rusunami Kalihata telah tepat akan tetapi pelaksanaan 

penyegelannya dilakukan dengan cara tidak tepat karena berdasarkan Pas[! I 
' 16 ( t) Keputusan Gubernur OK! .lakana Nom or 1 06& Tahun 1997 tentang 

Petunjuk Pelaksana Penertiban Kegiatan Membangun dan Menggmmkan 

Bt1ngunan di DKT Jakarta, tindakHn pencrtlban haruslah dilakukan scdini 

mungkin. 

3. PengC'mbang Rusunami Kalibara juga telah melanggar Undang-Undang 

Nomor & Tahun l999 tentang Perlindungan Konst•men yang mewajlbkan 

pelaku usoha untuk melakukan usaha dcngnn hikat bulk dan tmluk 

memberikan informasi yang bcnar, jclas dan jujur. Sclaln itu ada ketentu':tn 

dalam PPJB yang tidak sesuai dcngan ketentmm Kcpmenpera, yang dapm 

berakibat batalnya PPJB itu jika klaustilcl tcrsehut tctar ditcmpkan 

dikemudian hal'i. 
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3.2. San:m 

Smclah meiakukan anallsis terhadnp P•Jkok p~.::nna~nlahan. pcnuli:-: 

m(:mbcriknn saran sebagai berikul: 

I. Pengembang harus menaruh perhmian terhndap masalah pcrizinan kan:na 

jika terjadi pelanggaran tidnk hanya tcrkena tindakm1 pcncrtihan nnmun 

juga beresiko mendapal Lunwlml dari kommmcn yang dirL1gikan .scp~:ni 

pada kasus Kalibala ini. Seluin ilu jika kcmudi;m tcdatli pclunggar<.~n 

re1tcana tata ruang pengembang dapat dikenai sanksi pldana. 

2. Pemerintah pusat ketika akan mcmbuat sumu kebijakan cepm scpcr1i 

proyek Rusunami, harus memperhatikan apakah nwngkin kebijakan 

tersebut dapat langsung dilaksanakan sampai ketingkat daernh dan apakah 

dapat seragam diterapkan untuk seluruh daerah di indonesia. Jika dibua1 

suatu tim koordlnasi harus dipertanyakan bagaimana supaya tim tersebllt 

dapat menjalankan tugasny.a dengan bnik. Selain ilu b~1gaimana dcngan 

payung hukumnya. apakah sudah cukup kuat dan Iebar untuk menmmgi 

semuanya. Kemudian bagalmana dengan apanH dilapangan. apakub sudah 

slap menerima dan melaksanakan kebijakan baru ini, ~ 

3. Konsumen yang akan membcli rumah susun tcmmsuk Rusunami 

s..::baiknya memperhatikan tcrlcbih dahull1 !ioal pcri:dllan. klausula~klausuhl 

dalat111 PP JB dan bak besel'ta kcwajihannya yang diatur dalam UUPK. 
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